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Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat 
Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 
0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi 
Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992. 
A. Konsonan 
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 
dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.  
Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya 
dengan huruf latin: 
Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ
 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 (Ṡa ṡ es (dengan titik di atas ث
 Jim J Je ج
 (Ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah ح
 Kha Kh ka dan ha خ
 Dal d De د
 (Żal ż Zet (dengan titik di atas ذ
 Ra r er ر
 Zai z zet ز
 Sin s es س
 Syin sy es dan ye ش
 (Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah ص
 (Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah ض
 (Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah ط
 (Ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah ظ
 (ain ` koma terbalik (di atas` ع
 Gain g ge غ
 Fa f ef ف
 Qaf q ki ق
 Kaf k ka ك
 Lam l el ل
 Mim m em م
 Nun n en ن
 Wau w we و
 Ha h ha ھ
 Hamzah ‘ apostrof ء




Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
1. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah a a َـ
 Kasrah i i ِـ
 Dammah u u ُـ
 
2. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf 
sebagai berikut: 
Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah dan ya ai a dan u ْيَ...
  Fathah dan wau au a dan u ْوَ...
 
C. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 
Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah 
Huruf Arab Nama Huruf Nama 
Latin 
 Fathah dan alif atau اَ...ىَ...
ya 
ā a dan garis di atas 
 Kasrah dan ya ī i dan garis di atas ىِ...
 Dammah dan wau ū u dan garis di atas وُ...
 
D. Ta’ Marbutah 
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: 
1. Ta’ marbutah hidup 
Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan 
dammah, transliterasinya adalah “t”. 
2. Ta’ marbutah mati 
Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya 
adalah “h”. 
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, 
maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 
E. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan 
huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 
 
 
F. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 
yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas: 
1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang 
langsung mengikuti kata sandang itu. 
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan 
dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai 
dengan bunyinya. 
Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang 
















Maesarah Muhadi (2021) : Profesionalisme Manajemen Zakat Oleh Lembaga Amil 
Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah  Kota 
Pekanbaru 
 
Tesis yang berjudul “Profesionalisme Manajemen Zakat Oleh Lembaga Zakat, 
Infak dan Sedekah Muhammdiyah (LAZISMU) Kota Pekanbaru” merupakan 
penelitian yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana profesionalisme manajemen 
zakat oleh LAZISMU Pekanbaru dalam penghimpunan, pendistribusian dan 
pendayagunaan ZISKA di Kota Pekanbaru serta menganalisis dan mengevaluasi faktor 
pendukung dan penghambat profesionalisme manajemen zakat LAZISMU Pekanbaru. 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan 
kualitatif deskriptif. Dalam metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian profesionalisme manajemen zakat 
oleh LAZISMU Pekanbaru pada aspek operasional meliputi penghimpunan, 
pendistribusian dan pendayagunaan yang penulis dapatkan adalah pada proses 
penghimpunan, identifikasi muzakki potensial dan mustahik, menentukan layanan 
donatur dan mitra, penggalangan donasi kemanusiaan, penggalangan dana kemitraan, 
proposal penggalangan dana (fundraising), manajemen event/ kegiatan terkait ZISKA, 
digital fundraising, bekerjasama antar organisasi pengelola zakat dan bekerjasama 
dengan majelis/ lembaga/ organisasi otonom Muhammadiyah serta pembentukan Kantor 
Layanan LAZISMU (KLL). Dari segi pendistribusian dan pendayagunaan dana ZISKA 
disalurkan melalui program-program LAZISMU Pekanbaru yaitu pendidikan, kesehatan, 
ekonomi, dakwah, sosial dan kemanusiaan. Dalam pengorganisasian LAZISMU 
Pekanbaru terdiri dari dewan syariah, badan pengawas, badan pengurus dan badan 
pelaksana. Pelaksanaan kegiatan di LAZISMU Pekanbaru meliputi terkait dengan 
susunan dalam perencanaan. Untuk pengawasan dilakukan langsung oleh dewan syariah, 
badan pengawas dan badan pengurus secara langsung. Pengawasan ini juga berlaku pada 
tingkat daerah, wilayah dan pusat. Metode pengawasan ini secara formal yaitu laporan 
lisan dan tulisan serta informal yaitu pengawasan langsung kepada setiap amil. Evaluasi 
dalam pengawasan terhadap amil meliputi penghimpunan dan penyaluran ZISKA dan 
kinerja amil dalam mengelola ZISKA. Adapun faktor-faktor pendukung jalannya proses 
pengelolaan zakat di LAZISMU Pekanbaru yaitu adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 
2011 tentang pengelolaan zakat, panduan dan pedoman LAZISMU, recana strategis 
LAZISMU 2021, potensi zakat di Pekanbaru terutama keluarga besar Muhammadiyah, 
lokasi kantor LAZISMU Pekanbaru yang strategis, dan adanya kantor Layanan 
LAZISMU (KLL) Pekanbaru dibeberapa kecamatan. Beberapa kunci profesionalisme 
lembaga terdapat pada: 1) visi misi yang dimiliki oleh LAZISMU Pekanbaru, 2) sistem 
operasional kerja yang baik dan 3) program pendistribusian dan pendayagunaan yang 
baik.  
Kata kunci : Profesionalisme, Manajemen Zakat, LAZISMU Pekanbaru 
ABSTRACT 
 
Maesarah Muhadi (2021): Professionalism of Zakat Management by the Amil Zakat 
Infak and Alms Muhammadiyah Institute of Pekanbaru City 
 
The thesis entitled "Professionalism of Zakat Management by the Zakat, Infak and 
Alms Organization of Muhammadiyah (LAZISMU) Pekanbaru City" is a study that 
aims to analyze how the professionalism of zakat management by LAZISMU 
Pekanbaru in the collection, distribution and utilization of ZISKA in Pekanbaru City 
and analyzes and evaluates the supporting factors and obstacles to the professionalism 
of zakat management at LAZISMU Pekanbaru. The research method used is field 
research with a descriptive qualitative approach. In the method of data collection is 
done by means of observation, interviews and documentation. From the results of 
research on zakat management professionalism by LAZISMU Pekanbaru on 
operational aspects including collection, distribution and utilization, what the authors 
get is the collection process, identification of potential muzakki and mustahik, 
determining donor and partner services, raising humanitarian donations, fundraising 
partnerships, fundraising proposals ( fundraising), event management/activities related 
to ZISKA, digital fundraising, collaboration between zakat management organizations 
and collaboration with Muhammadiyah autonomous assemblies/institutions/ 
organizations and the establishment of the LAZISMU Service Office (KLL). In terms 
of distribution and utilization of ZISKA funds, it is channeled through LAZISMU 
Pekanbaru programs, namely education, health, economics, da'wah, social and 
humanitarian. In organizing LAZISMU Pekanbaru, it consists of a sharia board, 
supervisory body, management body and implementing agency. The implementation of 
activities at LAZISMU Pekanbaru includes those related to the arrangement in 
planning. Supervision is carried out directly by the sharia board, supervisory body and 
management body directly. This supervision also applies at the regional, regional and 
central levels. This supervision method is formal, namely oral and written reports and 
informal, namely direct supervision to each amil. Evaluation in the supervision of amil 
includes the collection and distribution of ZISKA and the performance of amil in 
managing ZISKA. The factors that support the process of zakat management at 
LAZISMU Pekanbaru, namely the existence of Law no. 23 of 2011 concerning zakat 
management, LAZISMU guidelines and guidelines, the 2021 LAZISMU strategic plan, 
the potential for zakat in Pekanbaru, especially the Muhammadiyah extended family, 
the strategic location of the LAZISMU Pekanbaru office, and the existence of 
Pekanbaru LAZISMU Service (KLL) offices in several sub-districts. Some of the keys 
to the professionalism of the institution are: 1) the vision and mission of LAZISMU 
Pekanbaru, 2) a good work operational system and 3) a good distribution and utilization 
program. 
 










 كنباروبواإلنفاق والصداقة محّمدية مدينة احتراف إدارة الزكاة مؤّسسة عامل الزكاة  ( :0202) ميسرة مهادي
" كنباروباحتراف إدارة الزكاة مؤّسسة عامل الزكاة واإلنفاق والصداقة محّمدية مدينة حتت املوضوع "  هذا البحث
يف  كنباروبهو حبث الذي يهدف إىل التحليل كيف احرتاف إدارة الزكاة مؤّسسة عامل الزكاة واإلنفاق والصداقة حمّمدية مدينة 
الزكاة مؤّسسة  مع حتليل و تقومي مدعاة و عراقيل احرتاف إدارة بكنباروحتصيل و توزيع واستعمال الزكاة واإلنفاق والصداقة يف مدينة 
أما أسلوب ي. امليداين باملنهج الوصفي النوع بحثال هيالبحث ف طريقةأما . بكنباروعامل الزكاة واإلنفاق والصداقة حمّمدية مدينة 
 قابالت والتويي..مجع البيانات فباملالحظة وامل
التشغيلي انب على ج بكنباروزكاة مؤّسسة عامل الزكاة واإلنفاق والصداقة حمّمدية مدينة احرتاف إدارة المن نتائج البحث 
يشمل التحصيل و التوزيع واالستعمال الذي وجد الباحث بعمل كل االستعدادات واجلهود لتنفيذ عملية التحصيل بدءا من حتقي. 
لزكاة ، مجع التربعات الرقمية وتعاون بني منظمات إدارة اروبكنباالزكاة واإلنفاق والصداقة يف مدينة  هدف التحصيل و التوزيع
من . (LAZISMU (KLLاملنظمات املستقلة حمّمدية و إنشاء املكتب اخلدمات  \املؤّسسات \والتعاون مع اجلمعيات
اإلنفاق يعطي من خالل الربامج مؤّسسة عامل الزكاة و  بكنباروو استعمال األموال الزكاة واإلنفاق والصداقة يف مدينة  التوزيعحيث 
يعين يف تربية و صحة وإقتصاد و دعوة و إجتماعية وإنسانية. برنامج التمكني يف مؤّسسة عامل  بكنبارووالصداقة حمّمدية مدينة 
 هذ  و مأوى للمرضى. يفيف معهد التحفيظ الطالب والطالبات وهذا وقت  بكنباروالزكاة واإلنفاق والصداقة حمّمدية مدينة 
واملنفذة.  يتكون من هيئة الشرعية و هيئة اإلشرفية و اإلدارية بكنبارواملنظمات مؤّسسة عامل الزكاة واإلنفاق والصداقة حمّمدية مدينة 
لعامل موال اأيف تقسيم األقسام وقفا للخربة ومت تنفيذ تصنيف األنشطة، ولكن ال تزال هناك و ظائف مهمة متعددة بسبب نقص 
تلك املتعلقة بالرتتبب  بكنباروأو األموال التشغيلية. يتضمن تنفيذ األنشطة يف مؤّسسة عامل الزكاة واإلنفاق والصداقة حمّمدية مدينة 
يضا على املستويات ينطب. هذا اإلشراف أيف التخطيط. يتم اإلشراف مباشرة من قبل اهليئة الشرعية واإلشرفية و اإلدارية واملنفذة. و 
اإلقليمية واملركزية. طريقة اإلشرف هذ  رمسية، أي التقارير الشفوية واملكتوبة وغري الرمسية أي اإلشراف املباشر على كل عامل. يشمل 
 هتا. يف اإلدار  وأداء عامل بكنباروالتصحيل والتوزيع الزكاة واإلنفاق والصداقة مدينة التقومي يف اإلشراف على عامل 
يعين، فيها  وبكنبار العوامل اليت تدعم مسار عملية إدارة الزكاة يف مؤّسسة عامل الزكاة واإلنفاق والصداقة حمّمدية مدينة 
مقّرر و دليل مؤّسسة عامل  و يف شأن إدارة الزكاة 3122سنة  32يف إدارة الزكاة، ووجود القانون وقم  بكنبارودعم حكومة مدينة 
وال سيما عائلة احملّمدية  بكنبارو، الزكاة احملتملة يف 3132و خطة اسرتاتيجية فيها  بكنباروواإلنفاق والصداقة حمّمدية مدينة الزكاة 
و املوقع االسرتاتيجية وله مكتب خدمات فيها. يف حني أن العوامل املثبطة وهي نقص موارد عامل، حبيث يتعني عليهم شغل 
عامل و غري مركبات تشغيلية و ضعف قواعد بيانات املستح. و املزكي و ليس لديهم تطبيقات أو و نقص أموال مناصب متزامنة 
الزكاة  غري مهنية بعد كمؤسسة إلدارة بكنباروتعترب مؤّسسة عامل الزكاة واإلنفاق والصداقة حمّمدية مدينة .   softwareبرامج 
ألن العديد من نقاط الضعف والقصور يف نقاط القوة األساسية والتشغيلية. ومع ذالك فإن بعض مفاتيح احرتاف املؤسسة كوجودة 
غيلي العمل جيدا، ( نظام تش3، بكنباروميلكها مؤّسسة عامل الزكاة واإلنفاق والصداقة حمّمدية مدينة ( الرؤية والرسالة اليت 2 يف :
 ( برنامج التوزيع واالستعمال اجليد.2




A. Latar Belakang Masalah 
Allah SWT. menciptakan manusia tidak lain adalah untuk 
menghambakan diri kepadaNya dengan penuh ketaatan dalam beribadah. 
Sejalan dengan itu tugas manusia di muka bumi adalah sebagai khalifah yang 
diharuskan memakmurkan bumi. Umat Islam harus berpedoman kepada Al-
Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. dalam menjalani hidup dan 
kehidupannya.  
Islam meletakkan zakat sebagai komponen Islam selain syahadat, shalat, 
dan haji. Maka dibentuklah institusi zakat yang merupakan bukti bahwa Islam 
menaruh perhatian terhadap kesejahteraan bersama. Selain itu, untuk 
memaksimalkan peran-peran sosial, Islam menetapkan instrumen-instrumen 
filantropi yang bersifat sukarela baik dalam bentuk sedekah, infaq atau wakaf.1 
Islam adalah agama yang mengajarkan hubungan antara Allah dengan 
manusia, antara kehidupan dunia dengan akhirat serta keseimbangan antara 
kesejahteraan keluarga dengan kepedulian antar sesama manusia. Hadirnya 
zakat adalah bentuk ketaatan manusia kepada Allah SWT dan sebagai bantuan 
bagi mereka yang tidak mampu. Zakat merupakan ibadah wajib bagi umat 
Islam dalam proses penghambaan diri kepada Allah SWT yang memberikan 
dampak positif pada bidang sosial dan ekonomi masyarakat.  
                                                             






Setiap muslim tanpa terkecuali wajib mengetahui kewajiban zakat dan 
tidak ada alasan untuk menghindari karena ketidaktahuannya akan kewajiban 
zakat. Jika seseorang mengingkari kewajiban ini, maka dia mengingkari rukun 
Islam.2 Jika seseorang mengingkari kewajiban ini, maka dia mengingkari rukun 
Islam. Hal-hal yang perlu diketahui (ma’lum min ad-Din bidh-Dharurah). 
Zakat hukumnya wajib oleh Allah SWT. sebagaimana firman-Nya QS. 
At-Taubah 9:103 : 
                             
           
Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 
membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk 
mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa 
bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” 
 
Berdasarkan ayat di atas, Allah SWT mewajibkan zakat untuk 
mensucikan diri dari keserakahan dan kecintaan yang berlebihan terhadap 
harta, memelihara sifat- sifat baik didalam hati dan mengembangkan harta 
orang kaya atau golongan yang kuat dan sebagai jembatan antara yang kuat dan 
yang lemah. 
Pada ayat diatas dari kata “ambillah” diatas berarti bahwa amil harus 
berinisiatif untuk mengambil atau menjemput zakat, tidak hanya menunggu 
                                                             





muzakki membayar zakat, serta mengelola dana zakat dalam hal perencanaan, 
strategi dan operasi.3 
Tantangan terbesar dalam mengoptimalkan zakat adalah membuatnya 
menjadi tepat guna dan tepat sasaran. Tepat guna kaitannya dengan program 
pendayagunaan, tepat sasaran terkait dengan mustahik. Namun, saat ini 
penyaluran zakat masih berorientasi pada konsumtif dan belum mengarah pada 
program produktif dan memberdayakan. 
Penduduk Indonesia sebagian besar beragama Islam dan tentunya 
memiliki potensi zakat yang sangat besar. Pengelolaan zakat di Indonesia 
sudah sejak lama, namun hasil penghimpunan zakat dampak terhadap 
kesejahteraan umat Islam Indonesia masih sangat kecil. 
Pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh lembaga atau organisasi 
yang khusus menangani masalah zakat. Organisasi pengelola zakat terbagi 
menjadi dua, yaitu: Badan Amil Zakat (BAZ) adalah lembaga yang mengelola 
zakat secara nasional dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang 
dibentuk masyarakat yang misinya membantu dalam penghimpunan dan 
penyaluran zakat.4 
Pendirian Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) harus memaksimalkan 
pengelolaan zakat dan mensosialisasikan kesejahteraan seluas-luasnya. 
Pengelolaan zakat itu sendiri adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan 
                                                             
3  Syeikh Muhammad Abdul Malik Ar-Rahman, Zakat 1001 Masalah dan Solusinya, 
(Jakarta : Pustaka Cerdas Zakat. 2003), hal. 183. 





dan mengkoordinasikan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan 
zakat. Meningkatkan manfaat zakat mencapai kesejahteraan masyarakat dan 
pengurangan kemiskinan.5 
Secara konseptual, peran LPZ adalah mendata muzakki potensial dan 
mustahik, memberikan pembinaan kepada para muzakki untuk memaksimalkan 
pendistribusian zakat, menghimpun dan menjemput zakat dari para muzakki 
dan mendo’akannya. Kemudian untuk melakukan kegiatan pengelolaan zakat 
seperti  pencatatan zakat yang terhimpun dan membuat rencana anggaran 
kebutuhan dan menentukan bentuk penyaluran dan pendayagunaan zakat yang 
dibutuhkan.6 
Bentuk pendistribusian dan pemberdayaan zakat menurut Undang- 
Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yaitu bentuk produktif 
dan konsumtif. Penyaluran zakat produktif jika kebutuhan dasar dari mustahik 
sudah dipenuhi. Begitupun sebaliknya, jika kebutuhan pokok dari mustahik 
belum terpenuhi, maka penyaluran berbentuk konsumtif.7 Dalam menentukan 
bentuk penyaluran perlu adanya peran dari pengelola zakat. 
Agar LPZ dapat berfungsi dengan baik dan beratnggung jawab, maka 
harus didukung oleh sumber daya manusia yang sesuai dengan kualifikasi 
sumber daya yang dibutuhkan. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi 
Muhammad saw, amil zakat yang dipilih adalah orang yang memenuhi syarat. 
                                                             
5 Undang-undang No. 23 tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 3 
6  M. Arief Mufraini, Lc., Msi, Akuntansi dan Manajemen Zakat, (Jakarta : Kencana 
2006), hal. 195. 





Secara umum, syarat menjadi amil adalah beragama Islam, amanah dan jujur 
serta memahami fiqih zakat. Untuk menjadi pemimpin amil zakat, maka ada 
kualifikasi tambahan yang harus dimiliki adalah memiliki kemampuan 
leadership dan mempunyai visi pemberdayaan. LPZ yang dikelola oleh amil 
zakat yang amanah dan jujur akan mempengaruhi kepercayaan muzakki. 
Pengelolaan zakat yang baik menjadi salah satu alasan muzakki membayar 
zakat ke LPZ.8 
Pengelolaan zakat di Indonesia menghadapi banyak tantangan, antara lain 
rendahnya kesadaran berzakat, LPZ yang tidak profesional, pemahaman zakat 
yang bersifat karitatif bukan filantropi, serta lemahnya penegakan hukum 
karena kurangnya fungsi pengawasan yang aktif.  Hal ini dapat dilakukan 
dengan melaksanakan pengelolaan zakat yang terencana, terorganisir, amanah, 
profesional dan pengawasan yang aktif. Oleh karena itu, penting untuk 
menerapkan manajemen ke dalam pengelolaan zakat. Dengan pengelolaan 
zakat yang baik, akan menghasilkan hasil yang baik pula. 
Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) 
adalah salah satu lembaga filantropi yang mengelola dana zakat, infak, sedekah 
dan dana kedermawanan lainnya baik perorangan, lembaga, perusahaan dan 
instansi lainnya. Konteks pembentukan LAZISMU didasarkan pada 2 (dua) 
faktor. Faktor pertama, fakta bahwa Indonesia dikelilingi oleh kemiskinan 
yang luas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. 
                                                             






Semua pencapaian tersebut dan sekaligus disebabkan oleh lemahnya sistem 
keadilan sosial. Kedua, zakat diyakini dapat membantu memajukan keadilan 
sosial, pembagunan dan mampu mengentaskan kemiskinan.9 
Sesuai dengan uraian di atas, maka LAZISMU dikonsepsikan sebagai 
lembaga pengelola zakat dengan manajemen modern yang mampu memberikan 
zakat sebagai bagian dari pemecahan masalah sosial masyarakat yang terus 
berkembang. LAZISMU berusaha mengambangkan diri menjadi lembaga zakat 
yang andal dan seiring berjalannya waktu, kepercayaan publik semakin 
menguat dengan budaya kerja amanah, profesional, dan trasnparan. 
LAZISMU dengan spirit kreativitas dan inovasi, senantiasa memproduksi 
program-program pendayagunaan yang dapat menjawab tantangan perubahan 
dan masalah sosial masyarakat yang berkembang. Program-program 
LAZISMU didukung oleh jaringan Multi Lini yang meruapakan sebuah 
jaringan konsolidasi lembaga zakat yang berada di seluruh Provinsi (berbasis 
Kabupaten/Kota), sehingga LAZISMU mampu menjangkau seluruh wilayah 
Indonesia secara cepat, terfokus dan tepat sasaran. 
Kehadiran wabah atau pandemik Covid-19 di Indonesia bukan saja 
membangun kesadaran bahwa masalah kesehatan masih perlu mendapatkan 
perhatian serius, tetapi masalah kesehatan memiliki dampak yang luas terhadap 
bidang sosial-ekonomi, politik dan budaya. Pandemi menjadi sebuah bencana 
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nasional dan dunia yang menjadi perhatian khusus dan diselesaikan secara 
komprehensif, multiperspektif dan interdispliner. 
Pasca pandemi Covid-19 menimbulkan kesadaran baru yang menggugah 
para pegiat filantropi Islam di Indonesia, termasuk LAZISMU. Untuk dapat 
membangun sistem yang kuat, dibutuhkan kesiapsiagaan menghadapi dampak 
bencana alam yang telah dihadapi selama bertahun-tahun oleh lembaga 
filantropi Islam. Dampak pandemi Covid-19 masih akan terasa untuk beberapa 
tahun kedepan. Stabilitas sosial-ekonomi masih akan terganggu dan belum 
akan tumbuh secara normal. Sehingga LAZISMU memfokuskan pada 
peningkatan kapasitas kelembagaan dan penataan organisasi.  
Salah satu jaringan multi line LAZISMU adalah LAZISMU Pekanbaru. 
Perkembangan LAZISMU Pekanbaru mempercayakan kepada muzakki untuk 
menyalurkan dana ZISKA yang akan dikelola oleh LAZISMU. Begitu juga 
dengan para mustahik merasa terbantu dengan adanya LAZISMU. Kegiatan 
filantropi yang sinergi sangat diperlukan untuk pengelolaan yang baik dalam 
hal pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pembinaan. Untuk itu 
perlu dilakukan pengelolaan yang profesional oleh seluruh petugas LAZISMU 
Pekanbaru. 
Agar LAZISMU Pekanbaru eksis sebagai LPZ yang terkelola dengan 
baik, maka harus didukung dengan infrastruktur dan manajemen yang baik. 
Infrastruktur merupakan satu kesatuan yang mendukung mobilitas LAZISMU 





perjalanan yang sangat penting untuk membantu LAZISMU Pekanbaru 
berhasil dalam mengelola potensi zakatnya.  
Kemunculan LAZISMU Pekanbaru sebagai LPZ dan perkembangannya 
yang kian meningkat setiap tahun, menghadirkan tantangan besar dalam 
penghimpunan dan penyaluran zakat di kalangan masyarakat. Terbukti pada 
banyaknya program kerja yang dibuat LAZISMU Pekanbaru. Hal ini 
merupakan bentuk dari transparansi serta akuntabilitas LPZ kepada para 
muzakki.. 
Pada tahun 2018 LAZISMU Pekanbaru meraih penghargaan LAZISMU 
Award 2018 dalam ajang Ziska Life. Ada beberapa kategori LAZISMU Award 
2018 diantaranya kategori Best Collection Growth, kategori Best Distribution, 
Best Economic Empowerment, Best Annual Report dan yang teratas adalah 
kategori Best LAZISMU. 
LAZISMU Pekanbaru berhasil meraih penghargaan dalam kategori Best 
Distribution dengan program Rumah Singgah Pasien (RSP) yang bekerjasama 
dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Riau. Dalam ajang ini LAZISMU 
Pekanbaru masuk dalam 3 kategori diantaranya, nominator penghimpunan 
terbaik, nominator laporan terbaik dan nominator LAZISMU terbaik. Acara ini 
harus mampu mendorong LPZ untuk mencapai pengelolaan zakat yang 
optimal.10 
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Berikut tabel jumlah penerimaan dan penyaluran dana ZIS di LAZISMU 
Pekanbaru pada tahun 2017-2020: 
Tabel 1.1 
Penerimaan dan Penyaluran ZIS Tahun 2017-2020 pada LAZISMU 
Pekanbaru 





2017 Rp. 1.176.383.956 Rp. 881.723.766 483 667 
2018 Rp. 1.849.086.839 Rp. 1.453.127.793 709 686 
2019 Rp. 1.961.867.839 Rp. 1.826.909.271 810 726 
2020 Rp. 1.720.717.481 Rp. 1.644.984.800 890 743 
Sumber : LAZISMU Pekanbaru  
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kecendrungan penerimaan dan 
penyaluran dana ZIS mengalami peningkatan, akan tentapi terjadi penurunan 
pada tahun 2020. Pada tahun 2018 peningkatan penerimaan ZIS sebesar 
57,18% dengan penyaluran ZIS sebesar 64,81%. Pada tahun 2019 penerimaan 
ZIS mengalami kenaikan hanya sebesar 6,10% dengan penyaluran ZIS sebesar 
25,72%. Akan tetapi pada tahun 2020 penerimaan ZIS mengalami penurunan 
sebesar -12,29% dan penyaluran ZIS -9,96%. LAZISMU Pekanbaru telah 
mampu memberi kepercayaan dan kepuasan terhadap muzakki dalam 
penyaluran dana zakatnya. Hal ini dapat dilihat dari tabel diatas, jumlah 
muzakki setiap tahunnya mengalami peningkatan. 
Dalam hal ini menarik bagi peneliti untuk mengetahui lebih mendalam 





Pekanbaru dalam menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam penghimpunan 
dan penyaluran ZIS yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan 
pengawasan. Untuk itu peneliti mengangkat judul, “Profesionalisme 
Manajemen Zakat oleh Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah 
Muhammadiyah Kota Pekanbaru”.  
 
B. Permasalahan 
1. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, beberapa masalah 
penelitian diidentifikasi sebagai beberapa pernyataan sebagai berikut: 
a. Kepercayaan muzakki terhadap pengelolaan dana zakat oleh lembaga 
memegang peranan penting; 
b. Pengelolaan zakat telah berlangsung sejak lama, namun hasil 
penghimpunan dan dampaknya terhadap kesejahteraan umat Islam di 
Indonesia masih sangat kurang; 
c. Lembaga pengelola zakat yang nonprofessional, termasuk pemahaman 
zakat yang hanya bersifat amal bukan filantropi; 
d. Banyak program berorientasi pada konsumtif dan belum 
menghasilkan program  yang produktif serta memberdayakan; dan 







2. Batasan Masalah 
Mengingat banyaknya masalah yang muncul pada identifikasi 
masalah, maka agar penelitian ini lebih terarah, peneliti membatasi masalah 
penelitian pada profesionalisme manajemen dalam menghimpun dan 
menyalurkan dana zakat meliputi perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan dan pengawasan zakat di LAZISMU Pekanbaru. 
3. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah diuraikan 
diatas, maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut: 
a. Bagaimana profesionalisme manajemen penghimpunan, 
pendistribusian dan pendayagunaan zakat di LAZISMU Pekanbaru? 
b. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat 
profesionalisme manajemen penghimpunan, pendistribusian dan 
pendayagunaan zakat di LAZISMU Pekanbaru? 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian 
ini bertujuan untuk: 
a. Menganalisis profesionalisme manajemen zakat penghimpunan, 





b. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat profesionalisme 
manajemen penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat 
di LAZISMU Pekanbaru. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Manfaat akademik  
Secara akademik penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut: 
1) Pengembangan teori-teori dan konsep-konsep dalam ilmu pengetahuan 
sesuai dengan konsentrasi kelimuan peneliti yakni ekonomi syariah. Data 
yang didapatkan di lapangan tentang profesionalisme manajemen zakat 
di LAZISMU Kota Pekanbaru akan disajikan dan dianalisis sehingga 
diperoleh deskripsi yang jelas. 
2) Kajian penelitian tentang profesionalisme manajemen zakat di 
LAZISMU Kota Pekanbaru, diharapkan dapat menambah 
perbendaharaan ilmiah sesuai tofik dan dapat menjadi dasar ilmiah bagi 
peneliti selanjutnya. 
b. Manfaat praktis  
1) Untuk Lembaga Zakat penelitian ini diharapkan bisa memberikan 
kontribusi yang berharga bagi LAZISMU Pekanbaru khususnya dan 
Lembaga Amil Zakat di seluruh Indonesia umumnya. 
2) Bagi peneliti Untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan 
selama masa perkuliahan terutama menambah pengetahuan tentang 





satu syarat untuk menyelesaikan studi di Pasca Sarjana UIN SUSKA 
RIAU. 
3) Bagi Pascasarjana UIN SUSKA RIAU 
Dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi akademis 
dalam mencari referensi dan bahan penelitian. Selanjutnya berkaitan 
dengan profesionalisme dan manajemen zakat serta menjadi sumber 
informasi bagi pihak yang berkepentingan. 
4) Bagi peneliti selanjutnya, dapat memberikan masukan dan sumbangan 
pemikiran terhadap penelitian selanjutnya terkait profesionalisme 
manajemen zakat. 
 
D. Sistematika Penulisan 
Agar penulisan ini lebih sistematis dan terarah, maka disusun sistematika 
penulisan sebagai berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN 
Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 
penulisan. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini terdiri dari teori profesionalisme, manajeman, zakat dan 
manajemen zakat. 





Bab metode penelitian ini terdiri dari jenis dan pendekatan 
penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber-sumber data, 
informan penelitian, teknik pengumpulan data, validasi data dan 
teknik analisis data. 
BAB IV  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab IV ini berisikan tentang hasil penelitian tentang 
profesionalisme manajemen zakat oleh LAZISMU Pekanbaru. 
BAB V : PENUTUP 
Bab ini merupakan hasil kesimpulan dari penelitian yang 
dilakukan. Disamping itu penulis memberikan saran yang 
mungkin berguna untuk kita semua terkait dengan 
















TINJAUAN  PUSTAKA 
A. Profesionalisme 
Materi tentang profesionalisme yang akan dibahas dalam tinjauan 
pustaka adalah pengertian dari profesionalisme, kualitas dan indikator 
profesionalisme, pandangan Islam terhadap profesionalisme dan asas 
profesionalisme. Dari masing- masing penjelasan tersebut antara lain : 
1. Pengertian Profesionalisme 
Secara etimologi, profesionalisme berasal dari kata profesi yang 
berarti pekerjaan. Profesional artinya orang yang ahli. Profesionalisme 
berarti sifat profesional. Sudarman mendefinisikan secara terminologi, 
profesi dapat diartikan sebagai pekerjaan yang diinginkan atau dilakukan 
seseorang yang memerlukan pendidikan tinggi yang ditekankan pada 
pekerjaan mental, bukan pekerjaan manual. 11  Profesi juga dapat 
didefinisikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang 
membutuhkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari 
hasil pelatihan akademis yang intensif.12 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian profesionalisme 
adalah profesi merupakan bidang pekerjaaan dilandasi pada pendidikan 
dan keahlian seperti keterampilan, kejuruan dan sebagainya). Profesional 
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adalah terkait dengan profesi yang memerlukan keahlian khusus dalam 
menjalankan serta mengharuskan adanya pembayaran dalam 
melaksanakannya.13  
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa profesi yaitu suatu 
pekerjaan yang memerlukan pendidikan dan keterampilan khusus sesuai 
dengan bidang pekerjaan yang diperoleh sebagai hasil pendidikan atau 
pelatihan kejuruan, sedangkan profesionalisme adalah suatu kemampuan 
dimiliki seseorang ketika melakukan suatu pekerjaan. Oleh karena itu, 
pekerjaan yang dilakukan secara profesional yaitu pekerjaan seorang 
sesuai dengan keahliannya dan pendidikannya. 
2. Kualitas dan Indikator Profesionalisme 
Kualitas profesionalisme dibuktikan pada 5 (lima) sikap, antara 
lain:14 
1) Selalu berusaha untuk menunjukkan sikap yang mendekati ideal; 
2) Meningkatkan dan memelihara citra profesi; 
3) Selalu ingin memanfaatkan peluang pengembangan untuk 
meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan; 
4) Mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesi; 
5) Memiliki kebanggaan terhadap profesinya. 
Menurut Sondang P. Siagian indikator profesionalime adalah 
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1) Memiliki kemampuan 
Kemampuan atau skill yaitu potensi bawaan untuk 
menguasai suatu kecakapan atau kecakapan yang merupakan 
hasil latihan atau praktik dan digunakan untuk mencapai yang 
akan diwujudkan melalui perbuatan. 
2) Memiliki kualitas 
Kualitas adalah keadaan dinamis dari suatu produk, layanan, 
manusia, proses, lingkungan yang memenuhi atau melampaui 
harapan. 
3) Memiliki Sarana dan Prasarana 
Sarana dan Prasarana adalah seperangkat alat yang digunakan 
dalam jalannya kegiatan, baik sebagai alat bantu maupun 
peralatan yang fungsinya untuk mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan. 
4) Jumlah Sumber Daya Manusia 
Banyaknya sumber daya manusia merupakan potensi yang dapat 
diberdayakan dalam menunjang suatu lembaga, tergantung pada 
keterampilan yang ada dalam diri seseorang. 
5) Teknologi Informasi 
Teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu 
untuk bekerja dengan informasi dan untuk melakukan tugas-
tugas yang terkait dengan pemrosesan informasi. 
6) Keandalan 
Keandalan merupakan konsistensi dari seperangkat alat ukur. Ini 
suatu bentuk pengukuran yang dapat mencapai hasil yang sama, 
dengan alat tes yang sama. 
                                                             






3. Pandangan Islam tentang Profesionalisme 
Islam telah mengatur dan mengajarkan banyak hal untuk 
membimbing kehidupan manusia di dunia, termasuk membimbing 
seorang Muslim dalam melakukan suatu pekerjaan. Secara 
terminologi Islam, profesional disamakan dengan itqan. Itqan artinya 
mencurahkan pikiran, kosentrasi, koordinasi, semangat, dan bahan 
baku terbaik. Itqan juga memiliki makna profesionalisme dan 
spesialisasi. Orang yang memiliki pekerjaan tertentu disebut 
profesional. Oleh karena itu, seorang profesional menunjukkan lebih 
banyak pengetahuan, keterampilan, dan sikap daripada pekerjaan lain. 
Seseorang yang memiliki pengalaman dibidangnya maka dianggap 
profesional.16 
Esensi profesionalisme menurut Islam dijelaskan dalam QS. al-
Israa’ ayat 84:17 
                            
Artinya : Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya 
masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang 
lebih benar jalanNya. 
Pada QS. al-Israa’ ayat 84, dijelaskan bahwa setiap orang beramal 
dan melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan. Artinya, seseorang 
harus bekerja dengan mengerahkan segenap kemampuannya. Jika telah 
                                                             






bekerja sesuai kemampuan, maka hal-hal yang optimal dan lebih baik 
akan terjadi.  
Hakikat profesionalisme dalam Islam memiliki ciri-ciri dalam 3 
(tiga) hal, yaitu pertama, kafa’ah, yaitu cakap atau ahli dalam bidang 
pekerjaan yang dilakukan. Kedua, himmatul-amal, yaitu memiliki 
semangat atau etos kerja yang tinggi dan ketiga, amanah,yait 
bertanggung jawab dan terpercaya dalam menjalankan setiap 
tugas atau kewajibannya..18 
Dalam konteks zakat, Rosulluah sendiri telah menunjukkan bahwa 
ketika memilih atau mengangkat seseorang sebagai amil zakat adalah 
muslim, siddiq, amanah, fathanah, tablig dan paham tentang fiqih 
zakat.19 
1) Jujur (Sidiq) 
Pengelolaan zakat harus berada ditangan pengelola yang 
jujur, karena dia akan bertanggungjawab atas harta kaum muslimin. 
Jangan sampai pengelolaan zakat dikelola oleh orang fasik dan 
tidak amanah. Maka ia akan bertindak dzalim terhadap orang-orang 
fakir dan miskin dan berlaku tidak adil terhadap pemilik harta, 
karena mengikuti hawa nafsu.20 Sifat jujur sangat penting, karena 
berhubungan langsung pada kepercayaan muzakki. Artinya, 
muzakki secara suka rela membayar zakat kepada lembaga yang 
dikelola oleh petugas  yang jujur. 
2) Bertanggung jawab (Amanah) 
Hakikat amanah adalah syarat mutlak suatu hubungan yang 
harus dimiliki oleh amil zakat. Harta zakat yang telah dihimpun 
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oleh amil dari muzakki tidak akan diambil lagi, harta tersebut 
sepenuhnya menjadi tanggungjawab amil. Dalam kondisi seperti 
ini, amil harus memiliki sifat amanah. Tanpa sifat amanah, sistem 
apapun yang dibangun dapat dihancurkan. Kepercayaan ini 
ditunjukkan dalam bentuk transparansi (keterbukaan) dalam 
penyampaian laporan pertanggungjawaban secara berkala dan 
penyaluran yang sesuai berdasarkan hukum Syariah. Al-quran 
menceritakan sifat utama dari nabi Yusuf a.s. yang memperoleh 
kepercayaan menjadi bendaharawan negara Mesir, yang pada saat 
itu dilanda kelaparan akibat kekeringan berkepanjangan di Mesir. 
Beliau berhasil memulihkan kesejahteraan masyarakat, karena 
kemampuannya menjaga amanah. Sebagaimana firman Allah 
dalam surat Yusuf ayat 55 sebagai berikut:21 
                    
Artinya : berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara 
(Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai 
menjaga, lagi berpengetahuan". 
Dalam Al-quran, dinyatakan bahwa amanah adalah 
menyampaikan sesuatu dengan tepat sasaran.Tepat sasaran dalam 
mendistribusikan zakat juga termasuk dalam wujud amanah. Zakat 
yang salurkan kepada orang yang berhak menerima zakat, yaitu 8 
(delapan) asnaf. Setiap negara atau wilayah memiliki prioritas 
dalam penyalurannya. Pada umumnya, fakir miskin menjadi 
prioritas untuk menerima zakat. 
3) Bijaksana (fathanah) 
Bijaksana berarti cerdas, mengerti, memahami, dan 
                                                             






menghayati secara mendalam semua yang menjadi tanggung 
jawabmya. Sifat bijaksana akan berkontribusi pada pengembangan 
kreativitas dan kemampuan untuk mencapai berbagai jenis inovasi 
yang bermanfaat. Kreativitas dan inovasi hanya mungkin terjadi 
ketika seseorang selalu berusaha untuk menambah pengetahuan, 
aturan dan regulasi. Informasi yang berguna bagi profesi dan 
perusahaan secara keseluruhan. 
4) Transparansi (tabligh) 
Secara harfiah, transparansi adalah menyampaikan sesuatu 
apa adanya, tanpa ditutup-tutupi.  
 
4. Asas Profesionalisme 
Dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik 
Indonesia No. 1 tahun 2018 Pasal 6 huruf g, tentang Kode Etik Amil, 
dalam melaksanakan asas profesionalisme, Amil Zakat wajib :22 
1) bekerja secara disiplin, efektif, dan efisien serta melaksanakan tugas 
dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan  profesional; 
2) berpenampilan yang sopan, berpakaian rapi, dan sesuai dengan 
syariat Islam serta ketentuan yang berlaku di lembaga; 
3) menjamin kualitas pelayanan kepada setiap Muzaki, Mustahik, dan 
pihak lain sesuai dengan standar profesional administrasi 
pengelolaan Zakat; 
4) membuat perencanaan sesuai dengan visi, misi, dan kebijakan 
lembaga; 
5) menggunakan anggaran sesuai dengan prosedur akuntansi dan 
akuntabilitas; 
6) senantiasa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam 
pelaksanaan tugas; 
                                                             





7) bekerja secara efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas yang 
diatur dalam organisasi Pengelolaan Zakat; 
8) menggunakan keuangan yang bersumber dari hak amil, Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah secara bertanggung jawab; 
9) menolak keputusan, kebijakan, atau instruksi atasan yang 
bertentangan dengan syariat Islam dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; dan 
10) mengundurkan diri dari penugasan apabila dalam melaksanakan 
tugas patut diduga menimbulkan benturan kepentingan. 
 
B. Manajemen  
1. Pengertian Manajemen 
Kata manajemen dalam bahasa Inggris berasal dari kata 
management diambil dari kata manage yang berarti mengurus, mengatur 
melaksanakan, mengelola, sedangkan management itu sendiri memiliki 
dua arti, yaitu pertama sebagai kata benda yang berarti direksi atau 
pimpinan. Kedua berarti ketata laksanaan, tata pimpinan , pengelolaan.23  
Dalam konteks ilmu dan praktik, manajemen dipandang sebagai 
kumpulan pengetahuan yang dikumpulkan, disistematisasi dan diterima 
dengan mempertimbangkan kebenaran universal tentang manajemen dan 
manajemen didefinisikan sebagai kekuatan individu kreatif 
dikombinasikan dengan skill dalam pelaksanaan. Dalam Islam, 
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manajemen dianggap sebagai ilmu sekaligus teknik atau seni 
kepemimpinan.24 
Secara umum, defenisi manajemen adalah seni dalam ilmu dalam 
pengorganisasian, dapat juga diartikan suatu ilmu pengetahuan yang 
sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia dapat 
bekerjsama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. 
Dalam KBBI, manajemen memiliki arti penggunaan sumber daya secara 
efektif untuk mencapai sasaran.25 
Dalam bahasa Arab, manajemen diartikan dengan nazzama yang 
berarti mengatur, menyusun, mengorganisir, menyesuaikan, mengontrol, 
menyiapkan, mempersiapkan, dan merencanakan.26 
Menurut Dian Wijayanto, manajemen adalah ilmu dan seni yang 
terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan 
terhadap kinerja organisasi dengan menggunakan sumber daya yang 
dimiliki demi mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi.27  
Menurut Siswanto, manajemen adalah seni dan ilmu dalam 
perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian, dan pengendalian terhadap 
orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan.28 
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Sedangkan menurut Malayu Hasibuan, manajemen adalah ilmu dan 
seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-
sumber lainnya secara efektif dan efisien demi tujuan tertentu.29  
M. Manulang mendefenisikan manajemen pada 3 (tiga) arti, yaitu : 
pertama, manajemen sebagai proses. Kedua, manajemen sebagai 
kolektifitas orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen dan ketiga, 
manajemen sebagai suatu seni dan sebagai suatu pengetahuan.30 
Dari pendapat-pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa 
manajemen adalah ilmu dan seni dalam perencanaan, pengorganisasian, 
pengerahan dan pengendalian yang dilakukan oleh individu atau 
kelompok  terhadap sumber daya secara efektif dan efisien untuk 
mencapai tujuan tertentu. 
2. Unsur-unsur Manajemen 
Para ahli manajemen sering menyebut unsur-unsur manajemen 
dengan sebutan “The Six M Manajemen” (Enam M dalam Manajemen). 
Unsur-unsur manajemen ini diperlukan untuk mencapai tujuan yang 
direncanakan. Adapun unsur-unsur manajemen merupakan faktor yang 
harus disediakan pada suatu kegiatan sebagai berikut:31 
a. Man (Manusia) 
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Manusia juga merupakan aktor dalam proses penetapan tujuan 
dan pencapaian tujuan yang direncanakan. Faktor manusia 
mutlak takkan ada manajemen tanpa adanya manusia, manusia 
yang merencanakan, melakukan, menggunakan, melaksanakan 
dan merasakan hasil pengelolaan. 
b. Money (Pembiayaan) 
Pembiayaan atau uang di dunia modern, merupakan unsur yang 
penting bersama dengan komponen manusia untuk mencapai 
tujuan yang diinginkan. 
c. Methode (Cara kerja) 
Metode atau cara kerja adalah cara melaksanakan suatu 
pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. 
Metode yang tepat menentukan kelancaran jalannya 
manajemen. 
d. Materials (Perlengkapan) 
Elemen material atau perlengkapan sangat penting karena 
manusia tidak dapat melakukan tanpa peralatan dan material. 
e. Machines (Mesin-mesin) 
Dalam zaman ini, mesin atau alat sangat membawa 
kemudahakan dalam pekerjaan, efektif dan efisien untuk 
menghasilkan sesuatu sehingga banyak menguntungkan dalam 





f. Market (Pasar) 
Dalam manajemen pasar, ini didefinisikan sebagai salah satu 
faktor kunci yang tidak dapat diabaikan. 
3. Fungsi-fungsi Manajemen 
Berikut perbedaan fungsi manajemen menurut beberapa ahli, 
antara lain: 
a. George Tery menyatakan bahwa manajemen mempunyai 5 
(lima) fungsi pokok, yaitu : planning (perencanaan), 
organizazing (pengorganisasian), staffing (penataan), 
motivating (pemotivasian) dan controlling (pengawasan).32 
b. Henry Fayol menyatakan bahwa 5 (lima) fungsi manajemen, 
yaitu: planning (perencanaan), organizazing 
(pengorganisasian), command (memimpin), coordination 
(pengkoordinasian) dan control (pengawasan)33 
Dapat disimpulkan fungsi-fungsi manajemen itu terdiri dari 4 
(empat) fungsi pokok, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pegarahan 
dan pengendalian dan evaluasi.34 
1) Perencanaan adalah fungsi manajemen yang berkaitan dengan 
penyusunan dan pengembangan tujuan yang berupa rencana 
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untuk mencapai tujuan tersebut. Kegiatan perencanaan meliputi 
menganalisis situasi saat ini, meramalkan masa depan, 
menentukan sasaran, menentukan jenis kegiatan yang dilakukan, 
memilih strategi, memilih sumber daya yang dibutuhkan untuk 
mencapai tujuan organisasi. 
2) Pengorganisasian adalah fungsi manajemen yang berkaitan 
dengan pengelompokan pegawai dan tugasnya dengan 
menetapkan pekerjaan, mengumpulkan dan mengalokasikan 
sumber daya dan bekerjasama sesuai dengan tugas dan misinya 
untuk keberhasilan maksimal. Organisasi pengelolaan zakat yang 
diakui oleh pemerintah terdiri 2 (dua) lembaga, yaitu:35 
a) Badan Amil Zakat (BAZ) adalah lembaga yang dibentuk 
pemerintah yang bertugas untuk mengelola zakat. BAZ 
memiliki struktur dari pusat hingga kecamatan yang 
berdiri berdasarkan surat keputusan Presiden Republik 
Indonesia No. 8 tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001. 
b) Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga pengelolaan 
zakat yang dibentuk oleh masyarakat sehingga tidak 
memiliki afiliasi dengan BAZ. LAZ yang telah 
dikukuhkan oleh pemerintah, diakui setoran zakatnya 
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sebagai pengurang penghasilan kena pajak dari muzakki 
yang membayarkan dananya. 
3) Pelaksanaan adalah fungsi manajemen yang merupakan bentuk 
usaha atau proses untuk menggerakkan orang atau 
bagian/kelompok dari organisasi secara efektif dan efisien untuk 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi ini menciptakan 
keseimbangan antara tanggung jawab, hak dan kewajiban setiap 
bagian dalam organisasi dan berkontribusi untuk mencapai 
efisiensi dan kebersamaan ketika bekerjasama menuju tujuan 
bersama.36 
4) Pengawasan adalah kegiatan manajemen yang memeriksa dan 
memantau kemudahan pelaksanaan sesuai rencana, sejauh mana 
kemajuan yang sudah dicapai dan koreksi atas pelaksanaan yang 
tidak sesuai rencana. 
5) Evaluasi adalah penilaian terhadap sesuatu selama dalam suatu 
periode waktu tertentu dengan membandingkannya dengan 
kriteria kinerja yang telah disepakati sebelumnya dan ditentukan. 
Hasil evaluasi kinerja dapat digunakan untuk menentukan dan 
mengambil langkah-langkah selanjutnya yang dianggap perlu 
dalam pengembangan karir karyawan. 
C. Zakat 
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1. Pengerian Zakat, Infak dan Sedekah 
a. Pengertian Zakat  
Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Kata zakat merupakan salah 
satu kata dalam kamus bahasa Arab yang telah direduksi ke dalam 
bahasa Indonesia. Dari segi bahasa atau etimologi, zakat memiliki 
beberapa pengertian, yaitu:37 
1) al-barakatu “keberkahan”, yaitu menunjukkan bahwa benda yang 
telah dizakati adalah benda yang mengandung berkah, ia potensial 
bagi perekonomian dan membawa berkah bagi setiap orang yang 
terlibat didalamnya, jika benda tersebut telah dikeluarkan zakatnya. 
2) al-namaa “pertumbuhan dan perkembangan”, yaitu menunjukkan 
bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang tumbuh dan 
berkembang biak, baik dengan sendirinya atau dengan diusahakan, 
atau campuran dari keduanya. Jika benda-benda tersebut telah 
dizakati, maka ia akan tumbuh dan berkembang biak serta 
menumbuhkan mental kemanusiaan dan keagamaan muzakki dan 
mustahik. 
3) ath-thaharatu “kesucian”, yaitu bahwa benda yang dikenai zakat 
adalah benda suci. Suci dari usaha yang haram, jika telah dizakati 
akan mensucikan mental muzakki dari akhlak buruk, tingkah laku 
yang tidak senonoh dan dosa, juga bagi mustahik nya. 
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4) ash-shalahu “keberesan”. Secara istilah atau terminologi, zakat adalah 
penyerahan harta tertentu kepada orang yang berhak menerimanya 
dengan syarat-syarat tertentu pula. 
 
keterkaitan antara makna zakat menurut bahasa dengan pengertian 
istilah tersebut sangat nyata dan sangat erat. Dalam firman Allah surat at-
Taubah ayat 103 dan ar-Ruum ayat 39: 
                          
              
 
Artinya :“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu 
kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk 
mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa 
bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha 
mengetahui”.(Q.S. at-Taubah :103) 
 
                          
                     
 
 
Artinya : “dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia 
bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah 
pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang 
kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang 
berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan 
(pahalanya).” 
 
Oleh karena itu, karena tujuan utama zakat adalah mendekatkan diri 





untuk kebajikan yang diperintahkan Allah SWT. Zakat merupakan 
ketetapan Allah SWT yang wajib diberikan kepada mereka yang berhak 
menerimanya (mustahik). 
Zakat secara terminologi dipaparkan oleh Wahbah al- Zuhayly dalam 
beberapa definisi berbagai ulama. Menurut ulama Hanafiah, zakat 
merupakan peralihan kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu 
untuk disalurkan kepada orang tertentu yang sesuai dengan ketentuan syar’i, 
dalam rangka mengharap ridha Allah. 
Menurut ulama Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian harta 
tertentu dari harta yang telah mencapai nisab untuk diserahkan kepada 
mustahik. Menurut ulama Syafi’iyah, zakat adalah nama bagi apa yang 
dikeluarkan dari harta atau badan melalui ketentuan khusus. Sedangkan 
menurut ulama Hanabilah zakat adalah sejumlah harta yang wajib 
diserahkan kepada kelompok penerima zakat (mustahik) yang telah 
ditentukan pada waktu yang ditentukan pula.38 
Menurut Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi, mendefiniskan zakat 
adalah pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu 
dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. 39  Yusuf Qardhawi 
berkesimpulan bahwa zakat adalah ibadah maliyah yang diperuntukkan bagi 
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pemenuhan kebutuhan orang-orang yang membutuhkan (mustahiq                  
al-zakah). 
Jadi, zakat merupakan bagian dari harta yang wajib zakat dalam waktu 
tertentu (haul atau ketika panen) dengan nilai tertentu dan disalurkan kepada 
mustahik (fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan Ibnu 
sabil). 
Sedangkan dalam UU RI No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan 
zakat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau 
badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai 
denga syari’at Islam.40 
Dalam UU Pengelolaan Zakat ini disebutkan tentang kewajiban 
zakat tidak hanya diwajibkan bagi perseorangan akan tetapi juga badan 
usaha. Penyataan ini berbeda dengan definisi zakat sebagaimana yang 
disampaikan oleh ulama- ulama mazhab yang hanya mewajibkan zakat 
kepada perorangan saja. 
Dana ZIS dari badan usaha tidak dapat diartikan sebagai zakat 
usaha atau zakat perdagangan dari hasil kegiatan pribadi, serta dana ZIS 
yang dikumpulkan badan usaha dari para karyawan/pegawainya. Zakat 
tersebut tetap merupakan zakat perorangan. Zakat badan usaha adalah 
zakat atas keuntungan perusahaan, harta kekayaan perusahaan berupa 
persediaan perusahaan dan harta lainnya yang harus dizakati. Kewajiban 
                                                             






zakat badan usaha adalah untuk memperbesar penghimpunan dana zakat 
dari muzakki yang berlaku tidak hanya untuk perorangan tetapi juga 
badan usaha. 
b. Pengertian Infak dan Sedekah 
Infak berasal dari kata “anfaqa” yang berarti mengeluarkan 
sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi 
syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/ 
penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.41 
Infak adalah mengeluarkan harta atas kehendak sendiri. Allah 
memberikan kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta 
hingga jumlah yang diserahkan, kapan pun menerima rezeki, sebanyak 
yang ia kehendakinya. 
Secara bahasa Infak bermakna keterputusan dan kelenyapan, infak 
bermakna mengorbankan harta dan semacamnya dalam hal kebaikan. 
Oleh karena itu, jika kedua pengertian ini digabungkan maka dapat 
dipahami bahwa harta yang dikorbankan atau diberikan untuk kebaikan 
adalah harta yang terputus atau hilang dari harta si pemberi. 
Menurut istilahnya, infak berarti “Mengeluarkan harta yang thayib 
(baik) dalam ketaatan atau hal-hal yang dibolehkan”. Infak juga berarti 
pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali ia 







memperoleh rezeki, sebanyak yang diinginkan. Pengertian infak secara 
etimologi yang berasal dari kata Arab masih sangatlah umum, apakah 
yang dimaksud mengeluarkan atau membelanjakan harta dalam hal 
kepeluan  diri sendiri atau untuk kepentingan umum, sebagaimana 
dinyatakan dalam Al-Qur’an : 
a) Membelanjakan harta QS. Al-Anfal ayat 64, infak dalam arti 
membelanjakan harta bukan untuk keperluan diri sendiri, akan 
tetapi untuk keperluan bersama. 
                      
                   
Artinya : “dan yang mempersatukan hati mereka (orang-orang 
yang beriman). walaupun kamu membelanjakan semua 
(kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak 
dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah 
telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia 
Maha gagah lagi Maha Bijaksana”. 
 
b) Memberi Nafkah QS. An-Nisa ayat 34, kata infak ini juga berlaku 
ketika seorang suami membiayai belanja keluarga atau rumah 
tangganya. Dan istilah baku dalam bahasa Indonesia sering disebut 
dengan nafkah. Kata nafkah tidak lain adalah bentukan dari kata 
infak. 
                  





                  
                         
            
Artinya : “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena 
Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas 
sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah 
menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita 
yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika 
suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). 
wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah 
mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah 
mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu 
mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah 
Maha Tinggi lagi Maha besar”. 
Berdasarkan pengertian diatas, setiap pengorbanan (pengeluaran) harta 
pada kebaikan disebut al-infak. Dalam infak tidak terikat pada bentuk dan 
waktunya, demikian pula dengan besar atau kecil jumlahnya. Tetapi infak 
biasanya identik dengan harta atau pengorbanan yang berharga. Infak adalah 
jenis kebaikan yang bersifat universal yang berbeda dengan zakat. Jika 
seseorang berinfak, maka kebaikan akan kembali kepadanya, tetapi jika ia tidak 
melakukan hal itu, maka tidak akan jatuh kepada dosa, sebagaimana orang yang 
telah memenuhi syarat untuk berzakat, tetapi ia tidak melaksanakannya. 
Secara etimologi, kata sedekah berasal dari bahasa Arab ash- sedekah. 
Pada awal pertumbuhan Islam, sedekah diartikan dengan pemberian yang 
disunahkan. Sedangkan secara terminologi sedekah adalah memberikan sesuatu 
tanpa ada tukarannya karena mengharapkan pahala dari Allah Swt. 
Sedekah  adalah pemberian harta tanpa imbalan apapun kepada fakir dan 
miskin atau orang yang membutuhkan berhak menerima sedekah. Sedekah 
memiliki makna yang lebih luas lagi dari zakat dan infak. Dalam sebuah hadits 
yang diriwayatkan dari Abu Mas’ud Al-Badri berkata, Rasulullah bersabda: 





keluarganya dan dia mengharapkan pahala darinya, maka nafkahnya itu 
sebagai sedekah”. 
Sedekah dalam bahasa Arab disebut shadaqoh berarti suatu pemberian 
yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan 
sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Juga berarti suatu 
pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap 
ridho Allah SWT dan pahala semata. Pengertian sedekah oleh para fuqaha 
adalah sadaqah at-tatawwu' (sedekah secara spontan dan sukarela). Sedekah 
juga di artikan sebagai “Sesuatu yang diberikan untuk mendekatkan diri 
kepada Allah ta’ala”. 
Sedekah dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan karena 
membenarkan adanya balasan dari Allah SWT. Jadi, sedekah dapat diartikan 
sebagai segala bentuk kebaikan yang dilakukan oleh seseorang karena 
membenarkan adanya balasan dari Allah SWT. Sedekah dapat berbentuk harta 
seperti zakat atau infak, tetapi dapat pula sesuatu hal yang tidak berbentuk 
harta. Misalnya seperti senyum, membantu kesulitan orang lain, menyingkirkan 
rintangan di jalan, dan berbagai macam kebaikan lainnya. Seperti halnya infak, 
dalam  sedekah tidak di tetapkan bentuknya, bisa berupa barang, harta maupun 
perbuatan baik. Jika ia berupa harta atau barang, maka sedekah tidak di 
tetapkan waktu dan jumlahnya. 
 
2. Dasar Hukum Zakat 
Zakat merupakan rukun Islam terpenting setelah shalat. Zakat dan shalat 
dijadikan sebagai lambang keseluruhan ajaran Islam dan juga dijadikan sebagai 
satu kesatuan. Shalat dijadikan perlambangan hubungan seseorang dengan Allah 





manusia. Beberapa ayat Al-Qur’an, sunnah dan Ijma’ ulama menjelaskan 
tentang zakat sebagai berikut.42 
a. QS al-Baqarah ayat 43 
                
Artinya : “dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-
orang yang ruku'”. 
b. QS at-Taubah ayat 103 
                        
               
Artinya : “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 
membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. 
Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi 
mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. 
 
c. QS al-An’aam ayat 141 
                  
                   
                      
                
Artinya : “dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang 
tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-
macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan 
warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang 
bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di 
hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); 
dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak 
menyukai orang yang berlebih-lebihan”. 
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d. Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim 
dari Abdullah bin Umar : “Islam dibangun atas lima rukun : 
Syahadat tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad SAW utusan 
Allah, menegakkan shalat, membayar zakat, menunaikan haji dan 
puasa Ramadhan”.43 
e. Hadist diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Ali r.a: 
“Sesungguhnya Allah mewajibkan (zakat) atas orang-orang kaya 
dari umat Islam pada harta mereka dengan batas sesuai 
kecukupan fuqoro  diantara mereka. Orang-orang fakir tidak akan 
kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju kecuali 
karena ulah orang-orang kaya diantara mereka. Ingatlah bahwa 
Allah akan menghisab mereka dengan keras dan mengazab 
mereka dengan pedih”. 
f. Ijma Ulama baik salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer) telah 
sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya 
berarti telah kafir dari Islam. 
3. Manfaat Zakat 
Zakat merupakan ibadah dalam bidang harta, sebagaimana telah 
dikemukakan diatas, zakat memberikan manfaat begitu besar dan mulia, 
                                                             





baik bagi muzakki, mustahik, harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi 
masyarakat. Adapun manfaat zakat diantaranya:44 
a. Implementasi keimanan kepada Allah SWT adalah mensyukuri nikmat, 
menumbuhkan akhlak mulia dengan kesadaran kemanusiaan yang 
tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialis, menumbuhkan 
ketenangan jiwa, membersihkan dan mengembangkan harta; 
b. Sebagai sarana untuk menghhindari kemungkinan terjadi kesenjangan 
sosial antara kaum aghniya dan dhuafa; 
c. Sebagai cara untuk membersihkan kekayaan juga ketamakan yang dapat 
terjadi serta dilakukan oleh orang-orang yang jahat; 
d. Sebagai pengembangan potensi umat dan menunjukkan bahwa umat 
Islam merupakan ummatan wahidan (umat yang satu), musawah 
(persamaan derajat), ukhwah islamiyah (persaudaraan Islam), dan 
takaful ijti’ma (tanggungjawab bersama). 
e. Dukungan moral bagi mualaf; 
f. Sebagai sarana memberantas penyakit iri hati bagi mereka yang tidak 
punya; 
g. Zakat menjadi salah satu unsur penting dalam “social distribution” yang 
menegaskan bahwa Islam merupakan agama yang peduli dengan 
kehidupan umatnya sehari-hari dan terhadap maasyarakat; 
h. Sebagai sarana menyucikan diri dari perbuatan dosa; 
                                                             





4. Macam-macam Zakat 
Dalam ketentuan hukum Islam ada 2 (dua) macam zakat dalam menentukan 
harta atau barang apa saja yang wajib dizakatkan, yaitu: 
a. Zakat Nafs (jiwa) yang dikenal dengan zakat fitrah adalah zakat untuk 
mensucikan diri. Zakat ini dapat berupa makanan pokok sesuai dengan 
wilayah yang ditempati, maupun dalam bentuk uang yang nilainya 
sebanding dengan ukuran/harga makanan pokok tersebut.45 Jumlah zakat 
fitrah yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah 1 (satu) sha’ 
(satu gantang) adalah 2,305 kg dibulatkan menjadi 2,5 kg, untuk 
gandum, kurma, kismis dan jagung dan lain-lain yang merupakan 
makanan pokok.46 Zakat fitrah dikeluarkan sebelum shalat Idul Fitri dan 
juga dapat dikeluarkan dari awal bulan Ramadhan. 
b. Zakat  Maal  adalah harta milik perseorangan atau badan hukum yang 
wajib diberikan kepada orang – orang tertentu setelah mencapai jumlah 
minimum tertentu dan setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu.47 
Ketentuan umum zakat, yaitu zakat wajib bagi setiap orang atau badan 
dengan syarat – syarat sebagai berikut :  
a)  Muslim; 
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b) Mencapai nisab dengan kepemilikan sempurna walaupun sifat harta 
itu berubah disela – sela haul; 
c) Memenuhi syarat haul bagi harta – harta tertentu; 
d) Harta itu tidak bergantung pada penggunaan seseorang; 
e) Harta itu tidak terikat oleh utang sehingga menghilangkan nisab; 
f) Harta bersama dipersamakan dengan harta perorangan dalam hal 
mencapai nisab. Zakat mal meliputi :48 
1) emas, perak dan logam mulia lainnya; 
2) Uang dan surat berharga lainnya; 
3) Perniagaan; 
4) Pertanian, perkebunan dan kehutanan; 
5) Peternakan dan perikanan; 
6) Pertambangan; 
7) Perindustrian; 
8) Pendapatan dan jasa. 
5. Penghimpunan Zakat 
a. Pengertian Penghimpunan Zakat  
Penghimpunan adalah pengumpulan dana (fundraising) zakat dari 
orang kaya yang telah memenuhi syarat untuk membayar zakat. Sedangkan 
orang yang mengumpulkannya adalah fundraiser. Fundraising dapat 
diartikan sebagai suatu kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya 
                                                             





dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun 
pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan 
operasional lembaga yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan 
tujuan dari lembaga tersebut.49 
Fundraising juga diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat 
baik perseorangan sebagai induvidu atau perwakilan masyarakat maupun 
lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi. 50 
Fundraising sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, 
organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain 
sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian dan motivasi untuk 
membayar zakat.51 Dalam Kamus Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan 
pengumpulan adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan; perhimpunan; 
pengerahan.52 
Dapat disimpulkan bahwa penghimpunan (fundraising) zakat adalah 
kegiatan mengumpulkan dana dan mempengaruhi calon muzakki, baik 
perseorangan maupun badan usaha agar menyalurkan dana zakat, infak dan 
sedekahnya kepada Lembaga Pengelola Zakat (LPZ)” 
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b. Tujuan Fundraising Zakat 
Berikut beberapa tujuan dari fundraising zakat, yaitu:53 
1) Menghimpun dana zakat 
Tujuan utama dari fundraising adalah menghimpun dana. Dana yang 
dimaksud adalah zakat dan dana operasional pengelolaan zakat. Tanpa 
aktivitas fundraising kegiatan LPZ akan kurang efektif dan efisien 
atau dapat dikatakan fundraising tidak menghasilkan dana sama sekali 
adalah gagal, meskipun memiliki bentuk keberhasilan lain. Pada 
akhirnya, jika fundraising tidak menghasilkan dana maka tidak ada 
sumber daya, sehingga lembaga akan kehilangan kemampuannya 
untuk terus menjaga kelangsungan programnya dan lembaga akhirnya 
akan melemah. 
2) Menghimpun muzakki 
Muzakki merupakan salah satu sumber daya. Amil zakat yang 
melakukan fundraising harus terus menambah potensi muzakki. Dan 
untuk meningkatkan jumlah donasi, para amil zakat harus menempuh 
jalan dengan memperbanyak muzakki baru. Fundraiser suka tidak 
suka dari waktu ke waktu, perlu memiliki fokus untuk terus 
meningkatkan jumlah muzakki. 
 
 
                                                             





3) Menghimpun relawan dan pendukung 
Seseorang atau sekelompok orang yang pernah berinteraksi dengan 
kegiatan fundraising yang dilakukan oleh sebuah LPZ, jika memiliki 
kesan yang positif dan simpatik terhadap lembaga, dapat menjadi 
simpatisan dan pendukung lembaga meskipun mereka bukan muzakki. 
Kelompok seperti ini harus diikutsertakan dalam kegiatan fundraising, 
walaupun tidak berdonasi, mereka akan berusaha melakukan 
segalanya untuk mendukung lembaga dan akan fanatik terhadap 
lembaga. Kelompok seperti ini sering bersedia menjadi promotor atau 
memberikan informasi positif tentang lembaga kepada orang lain. 
Kelompok seperti ini sangat diperlukan oleh lembaga sebagai pemberi 
kabar informasi kepada orang yang memerlukan. Dengan adanya 
kelompok ini, maka kita telah memiliki jaringan informal yang sangat 
menguntungkan dalam kegiatan fundraising.54 
4) Meningkatkan atau Membangun Citra Lembaga  
Fundraising adalah garda terdepan dalam mengkomunikasikan 
informasi dan berinteraksi dengan publik. Hasil dari informasi dan 
interaksi ini akan membentuk citra lembaga dibenak masyarakat. Citra 
ini didesain sedemikian rupa sehingga dapat memberikan dampak 
positif. Jika yang dihadirkan adalah citra yang positif, maka dukungan 
dan simpati secara otomatis akan datang kepada lembaga. Dengan 
                                                             





demikian tidak sulit lagi dalam mencari muzakki, karena secara 
otomatis donasi akan masuk ke lembaga, dengan citra yang baik akan 
mudah sekali mempengaruhi masyarakat untuk berdonasi donasi ke 
lembaga. 
5) Memuaskan muzakki 
Muzakki yang puas akan menjadi tenaga fundraiser alami (tanpa 
diminta, tanpa dilantik dan tanpa dibayar). Mereka akan 
mendonasikan dananya kepada lembaga secara berulang- ulang, 
bahkan menginformasikan kepuasannya terhadap lembaga secara 
positif kepada orang lain. Dengan cara ini secara bersamaan lembaga 
mendapat dua keuntungan. Oleh karenanya, fungsi pekerjaan 
fundraising lebih banyak berinteraksi dengan muzakki, maka secara 
otomatis kegiatan fundraising juga harus bertujuan untuk memuaskan 
muzakki.55 
c. Unsur-unsur fundraising Zakat 
Beberapa unsur-unsur dalam fundrasing agar calon muzakki dapat 
terpengaruh dan memberikan dananya kepada LPZ, yaitu: 
1) Identifikasi calon muzakki 
Adanya identifikasi calon muzakki dapat mempermudah LPZ 
dalam menentukan strategi fundraising. Pengenalan terhadap calon 
muzakki sangat penting untuk mengetahui perilaku calon muzakki, 
                                                             





seperti kapan dan dimana harus berdonasi, seberapa sering donatur 
menyumbang, pekerjaan muzakki, sehingga LPZ dapat memiliki 
database muzakki. 
2) Menggunakan metode fundraising 
Setelah mengidentifikasi muzakki potensial, LPZ dapat 
mengidentifikasi metode yang cocok untuk menghimpun dana 
ZISKA dari muzakki potensial. 
Metode yang dapat dilakukan dalam fundraising zakat, yaitu: 
1) Metode Fundraising Langsung (Direct Fundraising), yaitu metode 
menggunakan teknik-teknik yang melibatkan partisipasi muzakki 
secara langsung. Contoh dari metode ini adalah direct mail, direct 
advertising, direct electronik seperti faxmail, email, voicemail, sms, 
telefundraising  dan presentasi langsung. 
2) Metode Fundraising Tidak Langsung (Indirect Fundraising), suatu 
metode yang tidak secara langsung melibatkan muzakki, dimana 
tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung 
terhadap respon muzakki langsung. Contoh metode ini adalah 
advertorial, penyelenggaraan event, melalui perantara, melaui 
referensi, mediasi para tokoh, dll.56 
                                                             





Suatu lembaga seringkali menerapkan kedua metode tersebut, 
karena kedua metode tersebut memiliki keunggulan dan tujuan masing-
masing. Kedua metode tersebut dapat digunakan secara fleksibel dan 
semua lembaga menggabungkan kedua metode dengan baik. LPZ perlu 
melakukan kerja cerdas dan kreatif untuk mendapatkan muzakki potensial 
dan memperoleh dana zakat. 
Zakat dapat dihimpun dengan dua cara yaitu :57 
a) Self assessment, zakat dihitung dan dibayarkan atau diserahkan 
BAZ/LAZ untuk dialokasikan kepada yang berhak menerima 
zakat. Zakat disini adalah kewajiban seorang muslim terhadap 
harta yang dimilikinya dan sudah mencapai batas untuk 
membayar zakat yang pelaksanaanya atas dasar kesadaran pemilik 
harta itu. Dengan kata lain, tidak ada paksaan dari pihak lain. 
Muzakki akan berhadapana langsung dengan Allah SWT dan 
mustahik. Sistem ini didasarkan pada interpretasi kewajiban 
seorang muslim untuk mengeluarkan zakat. 
b) Official assessment, yaitu zakat akan dihitung dan dialokasikan 
oleh BAZ/LAZ. Di sini para muzakki hanya memberikan informasi 
tentang kekakayaan mereka kepada amil zakat dan menghitung 
zakatnya. Sistem ini didasari pada perintah Allah SAW kepada 
                                                             






para penguasa yang berwenang untuk mengambil (khudz) sebagian 
dari kekayaan orang Islam yang bercukupan. 
Dari kedua bentuk penghimpunan tersebut dapat digunakan 
sekaligus oleh suatu lembaga untuk menghimpun dana muzakki. Pada 
umumnya penggunaan official assessment adalah untuk melakukan 
peninjauan kembali perhitungan yang telah dilakukan oleh muzakki. 
Indonesia memiliki praktik self-assessment, Undang-undang 
pengelolaan zakat belum mengatur pelaksanaan official-assessment 
kecuali atas dasar permintaan dari muzakki kepada amil zakat untuk 
menghitung harta yang akan dizakati. Jadi, pada umumnya muzakki 
menghitung harta yang akan dikeluarkan zakatnya. Walaupaun ada 
juga muzakki yang sepenuhnya menyampaikan perhitungan dan 
pengalokasian zakat pada LPZ. 
d. Membentuk Unit Pengumpul Zakat 
Dalam UU No. 23 tahun 2011, terdapat Unit Pengumpul Zakat 
(UPZ), yang dibentuk BAZNAS yang bertujuan membantu BAZNAS 
dalam pengumpulan zakat. Keberadaan UPZ telah diatur dalam PP No. 
14 tahun 2014 yang menjelaskan keberadaan UPZ pada setiap struktur 
BAZNAS, yaitu dari pusat hingga kabupaten/kota. 
e. Membangun kemitraan 
LPZ dapat melakukan kemitraan dengan bank-bank untuk memungut 





agar masyarakat mendapatkan akses seluas-luasnya untuk menyalurkan 
zakat, infak, dan sedekah. Belum maksimalnya dana zakat yang 
terhimpun salah satunya disebabkan terbatasnya media bagi masyarakat 
dalam menyalurkan zakat. LPZ dapat juga menjalin kemitraan dengan 
swalayan, departemen store, supermarket, untuk menghimpun infak dan 
sedekah dari masyarakat yang melakukan transaksi di tempat tersebut. 
6. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat  
a. Pengertian Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat 
Pendistribusian adalah penyaluran atau pembagian sesuatu 
kepada pemangku kepentingan. 58  Pendistribusian zakat adalah 
penyaluran atau pembagian zakat yang telah dihimpun oleh pihak 
tertentu yang ditentukan oleh Allah SWT dalam Al-Qur’an. 
Penyaluran zakat memiliki sasaran dan tujuan. Sasaran penyaluran 
zakat adalah pihak yang diperbolehkan menerima zakat. Sedangkan 
tujuannya adalah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi dana zakat 
dalam konteks sosial ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil 
kelompok masyarakat miskin dan pada akhirnya mampu 
meningkatkan jumlah muzakki.59 
Pendayagunaan berasal dari kata guna yang berarti bermanfaat. 
Pendayagunaan mempunyai kata dasar daya dan guna yang diberi 







awalan pe- dan akhiran –an. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
pendayagunaan adalah berusaha agar mampu menjalankan tugas 
dengan baik, bisa pula bermakna bagaimana cara atau usaha dalam 
mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik.60 
b. Penerima atau Mustahik Zakat 
Tantangan terbesar dalam mengoptimalkan zakat adalah 
bagaimana mendayagunakan dana zakat agar tepat guna dan tepat 
sasaran. Tepat guna berkaitan dengan program pendayagunaan yang 
mampu menjadi solusi terhadap masalah kemiskinan. Sedangkan tepat 
sasaran berkaitan dengan mustahik. 
Secara khusus, Al-Qur’an telah memberikan perhatian dengan 
menjelaskan kepada siapa zakat harus diberikan. Firman Allah dalam 
Surah At-Taubah ayat 60  yaitu: 
                       
                      
              
Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-
orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk 
hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, 
untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, 
sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha 
mengetahui lagi Maha Bijaksana”. 
 
                                                             






Ayat tersebut dengan jelas menerangkan tentang golongan-
golongan yang berhak menerima zakat (mustahik zakat). Ibnu Katsir 
ketika menafsirkan ayat di atas dalam kitabnya beliau menulis sebagai 
berikut, “Tatkala Allah SWT menyebutkan penentangan orang-orang 
munafik yang bodoh itu atas penjelasan Nabi SAW dan mereka 
mengecam beliau mengenai pembagian zakat, maka kemudian Allah 
menerangkan dengan tegas bahwa Dialah yang membaginya, Dialah 
yang menetapkan ketentuannya, dan Dia pula yang memproses 
ketentuan-ketentuan zakat itu sendirian, tanpa campur tangan siapapun. 
Dia tidak pernah menyerahkan masalah pembagian ini kepada siapapun 
selain Dia. Maka Dia membagi-bagikan kepada orang-orang yang telah 
disebutkan dalam ayat di atas.”61  
Di bawah ini penulis uraikan asnaf atau golongan yang berhak 
menerima zakat yaitu : 
1) Fakir dan miskin 
Meskipun kedua kelompok ini memiliki perbedaan yang cukup 
signifikan, namun dalam kegiatan teknis mereka sering berasimilasi, 
yaitu mereka yang tidak memiliki pendapatan atau yang memiliki 
tetapi tidak cukup kebutuhan dasar diri dan keluarganya. Zakat yang 
disalurkan kepada kelompok ini dapat bersifat konsumtif, khususnya 
                                                             






untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan juga dapat menjadi 
produktif, yaitu untuk menambah modal usahanya.62  
Menurut definisi, fakir adalah mereka yang tidak memiliki harta 
atau hasil usaha (pekerjaan) untuk memenuhi kebutuhan pokok 
dirinya dan tanggungannya, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal 
dan kebutuhan lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan miskin 
adalah yang mempunyai harta dan hasil usaha (pekerjaan), tetapi 
masih belum cukup untuk menghidupi diri dan tanggungannya. 
Jumhur Ulama berpendapat bahwa fakir dan miskin adalah dua 
golongan tetapi satu macam. Yang artinya adalah mereka yang 
kekurangan dan dalam kebutuhan. Tetapi para ahli tafsir dan ahli fiqih 
berbeda pendapat pula dalam menentukan secara definitif arti kedua 
kata tersebut secara tersendiri, juga dalam menentukan apa makna 
kata itu.63  
Pemuka ahli tafsir, Al-thabari menegaskan bahwa, yang 
dimaksud dengan fakir yaitu orang yang dalam kebutuhan, tapi dapat 
menjaga diri tidak meminta-minta. Sedang yang dimaksud dengan 
miskin, yaitu orang yang dalam kebutuhan, tapi suka merengek-
rengek dan minta-minta. Diperkuatnya lagi pendapatnya itu dengan 
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berpegang pada arti kata maskanah (kemiskinan jiwa) yang sudah 
menunjukkan arti demikian.64  
Kedua kelompok menerima zakat sesuai kebutuhan pokoknya 
selama 1 (satu) tahun, karena zakat berulang setiap tahun. Kebutuhan 
pokok yang harus dipenuhi adalah berupa pangan, sandang, papan dan 
kebutuhan pokok lainnya dalam batas wajar tanpa berlebihan. 
Diantara pihak yang dapat menerima zakat dari kedua golongan 
ini adalah orang-orang yang memenuhi syarat “membutuhkan”. 
Artinya, tidak ada penghasilan, tidak ada harta, tidak mempunyai 
keluarga yang menanggung kebutuhannya. 
2) Amil (pengurus zakat) 
Sasaran zakat ketiga setelah fakir dan miskin  adalah amil zakat. 
Amil zakat ialah mereka yang melaksanakan segala kegiatan zakat, 
mulai dari  pengumpulan, penyimpanan, pemeliharaan, pencatatan 
jumlah zakat yang masuk dan keluar serta sisanya dan juga 
menyalurkan atau mendistribusikannya kepada mustahik. Allah SWT 
menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan 
tidak diambil dari selain harta zakat. Mereka diangkat oleh 
pemerintahan atau pihak berwenang dan memperoleh izin oleh 
masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain 
yang berhubungan dengan zakat, seperti penyuluhan masyarakat 
                                                             






tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang 
dikenakan kewajiban membayar zakat.65  
Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh amil adalah sebagai 
berikut: muslim, mukallaf, jujur, memahami hukum-hukum 
zakat, kemampuan untuk melaksanakan tugas, dan  amil zakat 
diisyaratkan laki-laki. 
Amil zakat memiliki dua tugas pokok, yaitu pertama, 
melakukan pendataan secara cermat dan teliti terhadap muzakki pada 
saat menyerahkan zakat, mengadministrasikan serta memeliharanya 
dengan baik dan tanggung jawab, melakukan pembinaan, menagih dan 
menerima zakat. Kedua, melakukan pendataan terhadap mustahik 
zakat, menghitung jumlah kebutuhannya dan menentukan kiat 
pendistribusiannya, yakni diberikan secara langsung atau sebagai 
modal usaha. 
Amil tetap menerima zakat meskipun dia kaya, karena apa yang 
diberikan kepadanya adalah imbalan atas pekerjaannya, bukan 
bantuan kepada yang membutuhkan. Kelompok amil zakat berhak atas 
sebagian zakatnya maksimal 1/8 atau 12,5 %, dengan ketentuan 
bahwa amil zakat tersebut menjalankan fungsi tugasnya dengan 
sebaik-bainya dan sebagian besar atau seluruhnya. Jika hanya di akhir 
bulan ramadhan saja (dan biasanya hanya untuk pengumpulan zakat 
                                                             





fitrah saja), maka seyogianya tidak boleh menerima 1/8 bagian dari 
zakat, tetapi hanya untuk keperluan administrasi ataupun konsumsi 
yang mereka butuhkan, misalnya 5% saja. Bagian untuk amil ini juga 
mencakup untuk biaya transportasi maupun biaya-biaya lain yang 
dibutuhkan untuk melaksakan tugasnya.66  
3. Muallaf (orang-orang yang dibujuk hatinya) 
Muallaf adalah golongan orang yang masih dianggap lemah 
imannya, karena mereka baru masuk Islam. Mereka diberikan zakat 
untuk meningkatkan keikhlasan mereka dalam memeluk Islam dan 
memperkuat keyakinan mereka bahwa semua pengorbanan mereka 
dengan masuk Islam tidak sia-sia.67  Dengan menempatkan golongan 
ini sebagai sasaran zakat, maka jelas bahwa zakat dari sudut pandang 
Islam bukan hanya perbuatan baik fitrah manusia dan bukan hanya 
ibadah yang dilakukan secara pribadi, akan tetapi juga merupakan 
tugas penguasa atau mereka yang berwewenang untuk mengurus 
zakat. 
Diantara kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat 
dari kelompok muallaf yaitu pertama, orang yang menerima sejumlah 
zakat untuk kemudian memeluk agama Islam. Kedua, orang yang 
menerima zakat dengan harapan akan lebih baik keistimewaannya dan 
                                                             






semakin kuat hatinya dan ketiga, orang yang menerima zakat untuk 
rekan-rekan mereka yang masih diyakini juga memeluk Islam. 
4) Riqab (Hamba sahaya) 
Riqab adalah golongan mukatab yang ingin membebaskan diri, 
yaitu budak yang telah dijanjikan akan dibebaskan oleh pemiliknya jika 
ia dapat membayar sejumlah tertentu dan juga termasuk budak yang 
belum dijanjikan untuk memerdekakan dirinya.68  
Adapun cara membebaskan perbudakan ini biasanya dilakukan dua 
hal, yaitu pertama, membantu hamba mukatab untuk membebaskan 
dirinya, maksudnya hamba yang telah sepakat dan perjanjian dengan 
tuannya bahwa ia sanggup membayar sejumlah harta (misalnya uang) 
untuk membebaskan dirinya dan kedua, membebaskan seseorang atau 
sekelompok orang dengan uang zakatnya atau amil zakat dengan uang 
zakat yang telah dikumpul dari muzakki, membeli budak untuk kemudian 
dibebaskan. 69 
Mengingat golongan ini sudah tidak ada lagi, maka zakatnya 
dialihkan ke golongan mustahik lain menurut pendapat mayoritas ulama 
fiqh (jumhur). Namun, beberapa ulama berpendapat bahwa golongan ini 
masih ada, yaitu para tentara muslim yang menjadi tawanan.  
5) Gharimin (orang-orang yang memiliki hutang) 
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Gharimin adalah orang-orang yang terlilit utang dan tidak mampu 
untuk membayar karena jatuh miskin. 70   Mereka sangat beragam, 
diantaranya orang yang mendapat berbagai bencana dan musibah, baik 
pada dirinya maupun pada hartanya, sehingga mereka sangat 
membutuhkan untuk membayar hutang mereka untuk diri mereka sendiri 
dan keluarganya. 
Golongan ini diberi zakat dengan syarat-syarat sebagai berikut 
yaitu: 
a) Hutang itu tidak timbul karena kemaksiatan; 
b) Orang tersebut berhutang dalam melaksanakan ketaatan atau 
mengerjakan sesuatu yang dibolehkan oleh syariat; 
c) Sipengutang tidak sanggup lagi melunasi utangnya; dan 
d) Utang itu telah jatuh tempo, atau sudah harus dilunasi ketika zakat 
itu diberi kepada si pengutang. 
Orang yang berhutang karena kemaslahatan dirinya harus diberi 
sesuai dengan kebutuhannya, yaitu untuk membayar lunas hutangnya. 
Apabila ternyata ia dibebaskan oleh orang yang memberi hutang, maka ia 
harus mengembalikan bagiannya itu. 
6)  Fi sabilillah 
Fi sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah SWT. 
dalam arti yang luas sesuai dengan ketentuan para ulama fikih. 
                                                             





Tujuannya adalah untuk melindungi dan melestarikan agama serta 
memajukan tauhid, seperti berperang, berdakwah, berusaha menerapkan 
syariat Islam. 71 Golongan yang termasuk dalam katagori fi sabilillah 
adalah, da’i, suka relawan perang yang tidak bayar, serta pihak-pihak lain 
menangani kegiatan jihad dan dakwah. 
Saat ini bagian  fi sabilillah digunakan untuk membebaskan orang 
umat Islam dari hukuman orang kafir, bekerja untuk memulihkan hukum 
Islam, termasuk jihad fi sabilillah diantaranya melalui pendirian Islamic 
Center yang mendidik pemuda muslim, menjelaskan ajaran Islam yang 
sebenarnya, memelihara iman dan kekufuran dan bersiap untuk membela 
Islam dari musuh-musuhnya. 
7) Ibnu sabil 
Ibnu sabil adalah orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan, 
untuk saat sekarang, di samping para musafir yang mengadakan 
perjalanan yang dianjurkan agama. Ibnu sabil sebagai penerima zakat 
umumnya dipahami dengan orang yang kehabisan biaya saat bepergian 
ke suatu tempat bukan untuk maksiat. Tujuan pemberian zakat adalah 
untuk mengatasi ketelantaran, meskipun di kampung halamannya ia 
termasuk mampu. Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa Islam 
memberikan perhatian kepada orang yang terlantar atau pengungsi.  
                                                             





Penerima zakat dalam kelompok ini adalah karena 
ketidakmampuan sementara. Para ulama sepakat bahwa mereka harus 
menerima zakat dalam jumlah yang cukup untuk menjamin kepulangan 
mereka. Pemberian ini juga terkait dengan syarat bahwa perjalanan 
dilakukan dengan alasan yang dapat diterima dan diizinkan menurut 
Islam. Tetapi jika musafir itu orang kaya di negaranya dan dapat 
menemukan seseorang yang meminjamkan uang, maka zakat tidak boleh 
diberikan kepadanya.72  
c. Metode Pendistribusian Zakat 
UU No. 23 tahun 2011 pasal 25 menyebutkan bahwa zakat 
wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. 
Selanjutnya pada pasal 26, cara pendistribusian zakat yaitu 
berdasarkan skala prioritas, dengan memperhatikan prinsip 
pemerataan, keadilan dan kewilayahan. 
Skala prioritas adalah dari 8 (delapan) asnaf yang ditentukan, 
prioritas penerima zakat adalah fakir dan miskin. Karena tujuan zakat 
adalah mengentaskan kemiskinan. Berdasarkan asas pemerataan, zakat 
dibagi rata keseluruh asnaf, kecuali apabila zakatnya sedikit, maka 
prioritas utama adalah fakir dan miskin. Sedangkan implikasi dari 
prinsip zonasi adalah zakat lebih diutamakan didistribusikan kepada 
mustahik di sekitar wilayah LPZ berada, apabila semua mustahik telah 
                                                             





mendapatkan bagiannya, tetapi masih ada zakat yang tersisa, maka 
pendistribusian zakat dapat diarahkan diluar zona LPZ berada. 
Ada dua bentuk pendistribusian dana zakat, antara lain:73 
1) Bentuk sesaat, yaitu zakat hanya diberikan kepada mustahik sekali 
atau sesaat saja. Dalam hal ini juga berarti bahwa penyaluran kepada 
mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam 
diri mustahik. 
2) Bentuk pemberdayaan, yaitu penyaluran zakat yang disertai dengan 
target yaitu kondisi kategori mustahik menjadi kategori muzakki. 
Untuk itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang 
utuh terhadap permasalahan yang ada pada mustahik. Pendayagunaan 
zakat dalam bentuk pemberdayaan dikategorikan sebagai berikut:74 
1) Pendayagunaan Konsumtif 
Pendayagunaan konsumtif ini diperuntukkun bagi 
pemenuhan hajat hidup para mustahik yang 8 (delapan) asnaf 
sesuai degan penjelasan undang-undang yang dalam aplikasinya 
dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara 
ekonomi yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu: 
a) Konsumtif Tradisional, yaitu zakat sisalurkan kepada 
mustahik untuk digunakan langsung, seperti zakat fitrah 
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yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-hari. 
b) Konsumtif Kreatif, yaitu zakat yang diwujudkan dalam 
bentuk lain dari barang semula, seperti perlengkapan 
sekolah (school kits), beasiswa dan lain sebagainya. 
2) Pendayagunaan Produktif 
Pendayagunaan produktif ditujukan untuk usaha produktif, 
apabila kebutuhan mustahik 8 (delapan) asnaf telah terpenuhi 
dan terdapat kelebihan. Pendayagunaan ini menjadi prioritas 
bagi usaha produktif yang bertujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat, penyaluran zakat dalam bentuk ini 
berupa dukungan pemberdayaan melalui program atau kegiatan 
yang berkesinambungan. 
Pendayagunaan produktif dapat dibagi menjadi 2 (dua) 
dengan penamaan yang sama dengan konsumtif, tetapi 
konteksnya berbeda, yaitu: 
a) Produktif Tradisional, yaitu zakat diberikan dalam bentuk 
barang-barang manufaktur, seperti kambing, sapi dan sarana 
prasarana lainnya. Sehingga donasi ini akan menciptakan 






b) Produktif kreatif, yaitu zakat diberikan dalam bentuk modal 
untuk membangun proyek sosial atau menambah modal 
pedagang atau pengusaha kecil. 
Adapun pendayagunaan zakat dijelaskan dalam Undang-
Undang No. 23 Tahun 2011 sebagai berikut: 75 
a) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam 
rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas 
umat. 
b) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar 
mustahik telah terpenuhi.  
Menurut Suratno, prosedur dalam pendayagunaan dana 
zakat dalam kegiatan produktif adalah dengan menggunakan 
indikator- indikator, yaitu: 
a) Melakukan studi kelayakan; 
b) Menetapkan jenis usaha produktif; 
c) Melakukan bimbingan penyuluhan; 
d) Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan; 
e) Melakukan evaluasi; dan 
f) Membuat laporan. 
                                                             





Berdasarkan pendapat tersebut, maka pendayagunaan 
zakat merupakan upaya untuk penanggulangan kemiskinan, 
keterbelakangan dan kebodohan di masyarakat serta untuk 
meningkatkan harkat, martabat dan taraf hidup yang layak dan 
pada akhirnya merubah kategori dari mustahik menjadi muzakki. 
 
D. Manajemen Zakat 
Berdasarkan dari yang telah dibahas sebelumnya mengenai manajemen 
dan zakat di atas, maka manajemen zakat dapat disimpulan adalah proses 
pencapaian tujuan LPZ dengan atau melalui orang lain, melalui perencanaan, 
pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi yang 
efektif dan efisien. Kegiatan yang dilakukan meliputi perencanaan, 
pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan 
pendayagunaan zakat. 
Dalam Kamus Besar Indonesia, pengelolaan zakat memiliki arti yaitu 
bahwa kata pengelolaan berasal dari data kelola yang berarti pengendalian, 
penyelenggarakan, mengurus, sedangkan kata pengelolaan berarti proses, cara, 
tindakan pengelola, proses pelaksanaan kegiatan tertentu dalam mengerahkan 
tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan 
organisasi, proses yang mengawasi segala hal yang berkaitan dengan 





Menurut Didin Hafidhuddin, pengelolaan zakat adalah zakat yang 
diambil atau dijemput dari orang—orang yang berkewajiban berzakat 
(muzakki) untuk kemudian disalurkan kepada yang berhak menerima 
(mustahik) yang mengambil dan menjemput zakat tersebut adalah para petugas 
(amilin).76 
Dalam UU No. 23 tahun 2011, pengertian pengelolaan zakat adalah 
kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, 
pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pada UU No. 38 tahun 1999, 
pengertian pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan 
pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan 
zakat. 
Meskipun Undang-Undang No.23 tahun 2011 tidak menyebutkan fungsi 
pengawasan dalam pengertian pengelolaan zakat, namun tetap termasuk subjek 
pengawasn. Hal ini dijelaskan dalam pasal 34 tentang pembinaan dan 
pengawasan, yaitu dilakukan oleh Menteri atau kepala daerah setingkat 
provinsi dan kabupaten/kota 77 , sedangkan dalam pasal 35, menyebutkan 
pengawasan juga dapat dilakukan oleh masyarakat. 78  Menggabungkan dua 
pengertian pengelolaan zakat dari kedua undang-undang pengelolaan zakat 
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tersebut, maka pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, 
koordinasi, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan 
pendayagunaan zakat. 
Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan zakat 
merupakan kegiatan yang terstruktur untuk mengumpulkan dan menyalurkan 
zakat dari muzakki kepada mustahik yang dilakukan oleh amil zakat. 
Fungsi manajemen yang berkaitan dengan organisasi pengelolaan zakat, 
yaitu:79 
a. Mengintegrasikan Organisasi sebagai salah satu bagian dari masyarakat 
luas. 
Setiap organisasi adalah bagian dari suatu sistem yang lebih besar 
(masyaratat) yang akan mempengaruhi sistem dan organisasi tersebut 
merupakan salah satu bagian dari sub sistemnya. Hubungan antara 
organisasi dengan lingkungannya dalam rangka membantu organisasi 
untuk mengetahui, menyerap perubahan dan menyesuaikan diri dengan 
tuntutan perubahan tersebut. 
b. Menjamin kemudahan memperoleh sumberdaya 
Ini adalah fungsi yang sangat penting, karena semua 
lembaga/organisasi memiliki sumber daya di lingkungannya. Sumber daya 
ini umumnya habis terpakai, sehingga sumber daya baru harus ditemukan. 
Jika organisasi gagal memberikan pelayanan jasa yang sesuai dan menyi-
                                                             





nyiakan sumber daya dari lingkungannya, cepat atau lambat kemampuan 
untuk mendapatkan sumber daya tersebut semakin terbatas. Sebuah 
organisasi sangat bergantung pada dana-dana hibah dari luar dan setiap 
orang dalam organisasi tahu betapa pentingnya menjaga hubungan baik 
dengan donatur yang menjadi sumbernya.  
Manusia adalah sumber daya penting lainnya. Bagi 
lembaga/organisasi non-komersial, seperti lembaga pengelola zakat, ini 
sangat penting dibandingkan organisasi yang lain. Anggota yang potensial 
sangat penting bagi misi, tujuan, dan pencapaian hasil organisasi. Karyawan 
atau sukarelawan yang potensial akan melihat misi, tujuan, dan pencapaian 
organisasi sebagai dasar partisipasi mereka. 
c. Membangun hubungan dengan Klien 
Dalam organisasi nirlaba, mereka bersedia mengeluarkan biaya untuk 
mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan dan telah menemukan 
banyak metode kreatif untuk mendapatkan dukungan dari pelanggan 
potensial. Selama organisasi memenuhi kebutuhan pelanggannya, hubungan 
baik dengan mereka mungkin tidak menjadi masalah. Namun, organisasi 
dapat kehilangan hubungan baik dengan pelanggan mereka karena 
kebutuhan mereka tidak terpenuhi atau karena beberapa alasan lain. Setelah 
suatu organisasi didirikan, ia harus bekerja keras memenuhi tuntutan 
kebutuhan pelanggan, meskipun pada awalnya mereka mungkin tampak 





d. Memantapkan misi organisasi 
Semua organisasi membutuhkan stabilitas dan kesinambungan dalam 
misi mereka. Sistem manajemen organisasi bertanggung jawab untuk 
menjelaskan dan berkomunikasi dengan pelanggan. Penjelasan tersebut 
harus mencakup aspek-aspek penting organisasi, termasuk layanan 
pelanggan, pencapaian hasil kerja dan produktivitas, penggunaan sumber 
daya manusia, tanggung jawab sosial, inovasi dan kreativitas. 
e. Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian dan evaluasi 
Ini adalah fungsi-fungsi manajemen tradisional yang diberlakukan 
oleh organisasi untuk memastikan bahwa organisasi yang bersangkutan 
berfungsi dengan baik. Fungsi perencanaan meliputi perumusan tujuan 
jangka pendek dan jangka panjang, serta pengembangan strategi untuk 
mencapai tujuan tersebut. Fungsi pengorganisasian adalah untuk mengikat 
orang-orang dan tugas-tugas mereka ke dalam suatu struktur yang 
direncakan, tidak hanya untuk kepentingan tugas sendiri, tetapi juga 
memenuhi kebutuhan orang-orang yang melaksanakannya. Jika organisasi 
tumbuh menjadi semakin besar, kebutuhan untuk pengarahan juga muncula. 
Oleh karena itu, fungsi pengendalian harus dimulai dengan arah yang benar 
dan memperbaiki kesalahan yang terjadi. Terakhir, fungsi evaluasi 
dibutuhkan untuk menentukan apakah tujuan organisasi telah tercapai. 





Subsistem sosial dari suatu organisasi memastikan bahwa orang ingin 
bekerja, dan subsistem tugas menentukan pekerjaan yang harus 
dilaksanakan oleh mereka. Kedua subsistem ini akan menimbulkan masalah 
serius jika saling bertentangan. Meskipun ada fungsi manajemen yang 
menjamin, kedua subsistem ini harus saling mendukung satu sama lain. 
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan 
1. Mursal, 2016, “Profesionalisme Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) 
Kabupaten Kerinci”, Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, STAIN Kerinci. 
Hasil dari penelitian penelitian ini adalah pertama, faktor 
pendukung berupa: Surat edaran Bupati Kab Kerinci, dukungan anggaran 
dari APBD Kab Kerinci, dalam penghimpunan dibantu oleh UPZ 
diberbagai instansi pemerintahan Kab Kerinci, letak kantor yang 
strategis, adanya UU no 23 tahun 2011 dan pedoman zakat, potensi zakat 
yang cukup besar di Kabupaten Kerinci. Sedangkan faktor penghambat: 
Kurangnya kendaraan operasional, belum adanya data mustahik dan 
muzakki secara lengkap, rendahnya kesadaran masyarakat untuk 
menbayar zakat, masih adanya perbedaan pendapat sebagian ulama Kab. 
Kerinci mengenai dasar hukum fiqh zakat profesi (zakat ekonomi 
modern), sebagian muzakki menyalurkan zakat secara individu. Kedua, 
Profesionalisme BAZDA Kabupaten Kerinci dinilai belum profesional 
sebagai lembaga yang mengelola zakat karena terdapat beberapa 





operasional. Namun walaupun demikian ada beberapa kunci 
profesionalisme lembaga yang terdapat pada BAZDA Kab Kerinci: 1) 
visi misi yang dipunyai oleh BAZDA Kab Kerinci sesuai dengan kriteria 
succint, appealing, feasible, meaningful dan measurable; 2) sistem 
operasional kerja yang telah tertata rapi; dan 3) pelayanan administrasi 
yang baik. 
2. Zalmi Dzirrusydi, 2010, “Profesionalisme Pengurus Badan Amil Zakat 
Dalam Mengelola Zakat Produktif (Studi Pada Badan Amil Zakat 
Profinsi Riau)”, Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme pengurus 
BAZNAS provinsi Riau sudah cukup profesional dalam mengelola zakat 
produktif, pengurus badan amil zakat menerapkan ilmu yang dimilikinya, 
memiliki sikap yang positif, bekerja sama, mengetahui profesinya, 
bekerja keras, menguasai dengan baik dasar-dasar pekerjaannya, mampu 
membedakan masalah pribadi dengan kelompok, memiliki tanggung 
jawab, dan mempunyai kode etik yang harus ditaati, serta memiliki 
pengalaman yang cukup. Kemudian yang menjadi faktor pendukung 
profesionalisme pengurus badan amil zakat adalah adanya bantuan dari 
pemerintah, adanya undang-undang yang mengatur zakat, memiliki 
sumber daya manusia yang berpengalaman, lokasi yang strategis, 





Sedangkan yang menjadi faktor penghambat profesionalisme pengurus 
badan amil zakat adalah belum maksimalnya bantuan pemerintah, 
perekrutan yang kurang maksimal, kurangnya dana, kurangnya kesadaran 
masyarakat, kurangnya bantuan dari segala pihak, dan pembentukan 
pengurus yang tidak maksimal. 
3. Hisam Asngari, 2016, dengan judul Pola Manajemen Pengelolaan Dana 
Zakat (Studi Multi Situs di Lembaga Amil Zakat Baitul Maal 
Hidayatullah dan Al-Haromain Trenggalek), Tesis, IAIN Tulungagung. 
Hasil penelitian disimpulkan bahwa: Pola manajemen pengelolaan 
dana zakat di Lembaga ini ada tiga tahap, yaitu pegumpulan 
(penghimpunan), pengelolaan dan penyaluran (pendistribusian) dana 
zakat. Dalam pengumpulannya, pada kedua lembaga tersebut 
menggunakan model melalui rekening, layanan jemput dana, atau bisa 
datang langsung ke kantor sekretariat. Dalam pengelolaannya, LAZ 
BMH Trenggalek menyerahkannya pada BMH yang ada di pusat, untuk 
dikelola. Sementara di LAZ Al-Haromain Trenggalek mengelola dana 
zakatnya sendiri untuk didistribusikan secara langsung pada para 
mustahik yang ada di wilayah Kabupaten Trenggalek. Pada 
pendistribusiannya, kedua LAZ tersebut sama-sama menggunakan 
bentuk Konsumtif Kreatif dan Produktif Kreatif. Faktor pendukung 
dalam pengelolaan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Baitul Maal 





nama, masyarakat sudah banyak yang mengenal, terjalinnya hubungan 
baik dengan para muzakki, serta terdapat adanya layanan pengambilan 
zakat bagi muzakki yang tidak mempunyai waktu untuk menyerahkan 
zakatnya ke lembaga. Sedangkan faktor penghambatnya, antara lain: 
SDM pada lembaga tersebut masih rendah, terkadang mengalami 
kurangnya biaya operasional, masih minimnya kesadaran masyarakat 
Kabupaten Trenggalek untuk menzakati hartanya.80 
4. Saiful Bahri, Studi Evaluasi Profesionalisme Amil Zakat Tradisional, 
Jurnal Iqtishaduna, Ekonomi Kita, STIE Syariah Bengkalis. Hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa Ada beberapa hasil profesionalisme 
seperti aspek rekrutmen, kompensasi, kompetensi, dan independensi 
badan pengelola aset zakat. Sebagaimana pada dasarnya mempelajari, 
memahami Islam sebagai teori yang mendalam diwujudkan dengan 
keterampilan teknis mereka, yang kita sebut dengan amil. 
5. Akhmad Nur Zaroni, Manajemen Amil Profesional di Lembaga Amil 
Zakat Dana Peduli Umat Kalimantan Timur, Jurnal ekonomi dan Bisnis 
Islam Al-Tijary, IAIN Samarinda. Hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa penerapan manajemen amil di LAZ DPU Kalimantan Timur 
adalah; Dalam rekrutmen amil dilakukan perencanaan SDM dan 
penetapan kriteria amil. Perjanjian kerja berlaku penandatanganan fakta 
integritas. Untuk pembinaan dan pengembangan amil, diadakan pelatihan 
                                                             





selama 3 bulan untuk amil baru, program SDB (Salam DPU Berkah) 
setiap pagi dini hari kerja, CURGAS (Bicara Ide), Sekolah Zakat Fiqih, 
Pelatihan baik di dalam maupun di luar . Untuk penilaian kinerja 
menggunakan instrumen KPI (Key Performance Indicator) yang diaudit 
secara internal dan eksternal. Sedangkan kompensasi yang diberikan 
berupa gaji pokok, tunjangan makan, kesehatan, keluarga, transportasi 
dan bonus. Untuk memperkuat Sumber Daya Manusia, diterapkan empat 
prinsip dasar, yaitu: prinsip Abdullah dan Khalifah, keadilan, tujuan 
organisasi dan tujuan individu sumber daya manusia, dan referensi 
karakter Nabi Muhammad: shiddiq, amanah, fathanah dan tabligh. Selain 















A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, khususnya penelitian yang 
dilakukan di lapangan atau pada responden. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengkaji secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan 
interaksinya dengan lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga 
atau masyarakat.  
Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan 
deskriptif kualitatif, yang dapat dilihat sebagai rangkaian kegiatan atau proses 
yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi rasional tentang suatu 
masalah dari aspek dan objek tertentu.81 Selain itu, Sugiyono menyimpulkan 
bahwa pengertian metode kualitatif adalah metode penelitian yang 
berlandaskan postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk mengkaji 
keadaan objek pada alam, dimana peneliti merupakan alat yang penting, teknik 
pengeumpulan datanya dilakukan secara trainggulasi, analisis data bersifat 
induktif, dan hasil penelitian dapat bersifat temuan potensi dan masalah, 
keunikan suatu obyek, pentingnya suatu peristiwa, proses dan interaksi sosial, 
kepastian data, struktur fenomena, dan hasil hipotesis.82  
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian 
1. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang dipilih sebagai lokasi penelitian adalah Lembaga 
Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Pekanbaru. 
LAZISMU Pekanbaru berlokasi di Jalan Tuanku Tambusai No. 72M 
Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau.  
2. Waktu Penelitian  
Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu ± 3 bulan lamanya 
diselesaikan dengan kebutuhan penelitian. 
B. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, yang berupa 
manusia, gejala-gejala, benda-benda, model sikap, perilaku dan lain 
sebagainya yang menjadi objek kajian.83 Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh pengurus dan Amil LAZISMU Pekanbaru berjumlah 20 
orang. Sebagai informan pendukung, maka peneliti juga mengambil 
informasi dari para penerima zakat LAZISMU Pekanbaru. 
2. Sampel  
Sampel adalah suatu bagian dari populasi penelitian dan dianggap 
dianggap deskriptif dari populasi. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah purposive sampling, yaitu pengambilan sampel 
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berdasarkan tujuan.84 Dalam teknik ini, sampel diambil sebagai sampel 
diserahkan dan diperiksa pada pertimbangan pengumpulan data menurut 
peneliti sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian ini. 
Berdasarkan penjelasan diatas, maka data-data yang penulis 
butuhkan dalam penelitian ini adalah pelaksana harian dan penanggung 
jawab bidang pelaksana, sebagai sampel dalam penelitian ini adalah: 
a. Direktur LAZISMU Pekanbaru berjumlah 1 orang yaitu Agung 
Pramuryantyo, S. Fil. 
b. Penanggungjawab bidang pelaksanaan fundraising yaitu Zainal 
Abidin, S.Sos 
c. Penanggungjawab bidang pelaksanaan pendistribusian dan 
pendayagunaan yaitu dan Rivani Agustin, S.Si 
d. Koordinator pelaksanaan yaitu Desrizal 
 
C. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan 
data yang bersifat deskriptif, data yang dikumpulkan berupa teks atau 
gambar, sehingga tidak ada penekanan pada angka. Data kualitatif ini 
diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data, antara lain 
wawancara, observasi dan dokumentasi. 
2. Sumber data 
                                                             





Sumber data adalah subjek dari mana ia diperoleh. 85  Jenis data dalam 
penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu primer dan sekunder. Data 
primer merupakan sebagai sumber data utama, sedangkan data sekunder 
adalah data yang mendukung dan melengkapi sumber data primer. 
a. Data primer 
Data primer dapat berupa opini individu maupun kelompok (manusia), 
hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan 
hasil tes. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan sebagai data 
primer yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data 
primer untuk penelitian ini adalah badan pelaksana LAZISMU 
Pekanbaru. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data informasi yang diperoleh dari pihak kedua, 
dalam bentuk catatan seperti buku, jurnal dokumenter dan laporan yang 
telah tersusun dalam arsip yang tidak dapat diterbitkan.86 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengupulan data dilakukan secara trianggulasi dengan 
penggabungan observasi, wawancara,dan dokumentasi.87 
1. Obeservasi 
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Obeservasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang 
fenomena dengan metode pengamatan langsung. Metode ini merupakan 
pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala atau fenomena 
yang diselidiki atau diamati. Peneliti telah melihat secara langsung, teknik 
observasi yang digunakan adalah observasi sistematis yang dilakukan 
dengan menggunakan petunjuk observasi sebagai instrumen observasi.88 
Observasi yang peneliti lakukan adalah dengan melihat dan 
mengamati aktivitas badan pengurus, staf dalam melaksanakan aktivitas 
manajemen zakat.  
2. Wawancara 
Wawancara memberikan pertanyaan kepada sumber data. Dalam 
pelaksanaannya, teknik yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin 
atau wawancara terkontrol, yaitu teknik wawancara yang menggabungkan 
antara wawancara terpimpin dengan bebas (tidak terpimpin). Pertanyaan 
diajukan dan lamanya wawancara sepenuhnya tergantung pada 
pewawancara. 89  Wawancara untuk penelitian ini dilakukan pada pihak-
pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat oleh LAZISMU Pekanbaru. 
3. Dokumentasi  
Dokumentasi, khususnya kegiatan pengambilan data tentang masalah 
yang berhubungan dengan penelitian dalam bentuk catatan, transkrip, buku, 
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surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. 90 
Semua dokumen yang dapat mendukung pengumpulan data penelitian akan 
diupayakan peneliti untuk ditelusuri. 
 
E. Teknik Analisis Data 
Analisis data dalam penelitian  dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu 
sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah menyelesaikan 
penelitian lapangan. Peneliti sebelum mendalami bidang ini sudah memiliki 
gambaran tentang apa yang diteliti. Analisis sebelum memasuki lapangan 
dilakukan berdasarkan data dari studi primer atau data sekunder yang 
digunakan untuk menentukan arah peneltian. Selain itu, analisis lapangan 
dilakukan pada saat pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data 
dalam jangka waktu tertentu. 
Menurut Sutopo, metode triangulasi merupakan metode yang paling 
umum digunakan untuk meningkatkan validitas data dalam penelitian 
kualitatif. Berkaitan dengan hal tersebut dikatakan ada 4 (empat) jenis teknik 
triangulasi, yaitu (1) triangulasi data/sumber (data triangulation), yaitu mencari 
kebenaran informasi melalui berbagai metode dan sumber pengumpulan data 
berbeda dengan wawancara dan observasi, (2) triangulasi metodologi 
(methodological triangulation), yang dilakukan dengan membandingkan 
informasi atau data dengan cara berbeda, seperti wawancara bebas/terbuka dan 
wawancara terstruktur, dan (3) triangulasi teoritis (theoritical triangulation), 
                                                             





yang merupakan hasil akhir dari penelitian kualitatif berupa sebuah formula 
informasi. Informasi tersebut dibandingkan dengan sudut pandang perspektif 
teori yang relevan agar menghindari bias individual peneliti terhadap hasil atau 
kesimpulan yang dihasilkan. . 
 Pada dasarnya, triangulasi ini adalah teknik yang didasarkan pada pola 
pikir fenomenologi multiperspektif. Ini berarti menarik kesimpulan yang tegas, 













                                                             







KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Adapun kesimpulan yang dapat penulis ambil dari pembahasan pada 
bab-bab sebelumnya, sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan manajemen zakat di LAZISMU Pekanbaru 
a. Perencanaan 
Penghimpunan zakat merupakan kegiatan pengumpulan hasil 
ZISKA dari muzakki. Dari hasil obeservasi yang telah dilakukan 
kepada LAZISMU Pekanbaru menunjukkan bahwa rencana 
penghimpunan zakat setelah mengidentifikasi muzakki yaitu 
menentukan layanan donatur dan mitra, penggalangan donasi 
kemanusiaan, penggalangan dana kemitraan, proposal 
penggalangan dana (fundraising), manajemen event/ kegiatan 
terkait ZISKA, digital fundraising, bekerjasama antar organisasi 
pengelola zakat dan bekerjasama dengan majelis/ lembaga/ 
organisasi otonom Muhammadiyah. 
Pada perencanaan pendistribusian dan pendayagunaan 
ZISKA difokuskan pada program-program yang telah ditetapkan 
pada 6 pilar, yaitu pilar pendidikan, kesehatan, ekonomi, dakwah, 
sosial dan kemanusiaan. 
b. Pengorganisasian 
Pada proses pengorganisasian yang telah dilakukan 
LAZISMU Pekanbaru didasarkan pada program kegiatan dan 
dilaksanakan dengan cara membagi dan mengelompokkan aktivitas 
dalam kesatuan tertentu. Terdapat 2 (dua) divisi dalam pengelolaan 
zakat, yaitu penghimpunan dan penyaluran. Kemudian memebrikan 






dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas yang menjadi 
wewenangnya. 
c. Pelaksanaan 
Proses pelaksanaan pengumpulan zakat yang dilakukan amil 
zakat berdasarkan perencanaan pengumpulan zakat, rencana ini 
meliputi kegiatan menentukan sasaran awal muzakki atau 
pengidentifikasian muzakki, memberikan layanan kepada donatur 
dan mitra, penggalangan donasi kemanusiaan, penggalangan dana 
kemitraan, proposal penggalangan dana (fundraising), manajemen 
event/ kegiatan terkait ZISKA, digital fundraising, bekerjasama 
antar organisasi pengelola zakat dan bekerjasama dengan majelis/ 
lembaga/ organisasi otonom Muhammadiyah. 
d. Pengawasan 
Pengawasan yang dilakukan oleh LAZISMU Pekanbaru 
adalah pengawasan internal dengan adanya badan pengawas. 
Pengawasan pada penghimpunan zakat meliputi pencatatan 
muzakki, jenis zakat yang diterima dan jumlah zakat yang 
diserahkan muzakki kepada amil zakat. 
Pengawasan pada pendistribusian dan pendayagunaan zakat 
yang dilakukan oleh badan pengawas yaitu melalui laporan akhir 
meliputi jumlah dan jenis mustahik serta jumlah dan jenis hasil 
zakat yang diberikan kepada mustahik. Pengawasan ini dilakukan 
dengan mengamati melalui laporan lisan dan tertulis. 
2. Penghambat dan pendukung dalam pengelolaan zakat di 
LAZISMU Pekanbaru, yaitu: 
a. Faktor Pendukung 






2) Adanya UU No. 21 tahun 2011 tentang pengelolaan 
zakat 
3) Potensi zakat yang besar di Kota Pekanbaru terutama 
keluarga besar Muhammadiyah 
4) Letak kantor LAZISMU Pekanbaru yang strategis 
5) Fasilitas layanan jemput zakat, transfer via bank, ATM 
dan scan QR 
6) Kantor Layanan LAZISMU (KLL) Pekanbaru tersebar 
di beberapa kecamatan 
7) Kerjasama dengan LPZ dan organisasi lainnya dalam 
penghimpunan dan penyaluran untuk melancarkan dan 
menyukseskan program-program LAZISMU Pekanbaru 
b. Faktor Penghambat 
1) Kurangnya dana amil atau dana operasional sehingga 
amil harus merangkap posisi tugas 
2) LAZISMU Pekanbaru belum memiliki kendaraan 
operasional 
3) Lemahnya database mustahik dan muzakki 
4) LAZISMU Pekanbaru belum memiliki aplikasi atau 
program software  dalam pengelolaan ZISKA 
B. Saran 
1. Bagi LAZISMU Pekanbaru agar terus meningkatkan program 
penyuluhan dan sosialisasi zakat kepada masyarakat, karena masih 
banyak potensi zakat di Kota Pekanbaru. Serta meningkatkan sarana 
prasarana dan kualitas amil di LAZISMU Pekanbaru, karena nantinya 
semakin besar dana ZISKA yang dihimpun, maka akan semakin 





2. Melakukan transparansi manajemen dalam pengelolaan ZISKA 
maupun sirkulasi keuangan, sehingga memberikan kepercayaan 
kepada masyarakat dan muzakki kepada LAZISMU Pekanbaru. 
3. Melakukan pengadministrasian yang lebih baik lagi dengan tujuan 
untuk mempermudah dan merapikan dokumen-dokumen penting. 
Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menggunakan aplikasi 
software agar mempermudah kerja amil. 
4. Diharapkan kepada LAZISMU Pekanbaru agar dapat merencanakan 
merekrut tenaga yang cakap dan profesional, serta peningkatan 
kompetensi sumber daya manusia sehingga mejadi amil profesional 
demham pelatihan amil untuk menambah pengetahuan dalam hal fiqih 
zakat, manajemen zakat, ekonomi Islam serta akuntansi keuangan 
syariah dengan mendatangkan para ahli atau pakar dibidang tersebut. 
5. Kepada akademisis agar terus menerus mengembangkan penelitian 
mengenai Lembaga Pengelola Zakat baik dalam aspek kelembagaan 
dan operasional seperti penghimpunan, pendistribusian dan 
pemberdayaan. Hal tersebut dilakukan agar dinilai apakah dana 
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